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Dita Herdiyanti, 2013. Role of the UNOCI (United Nations Operation in Cote 
d’Ivoire) in The Resolution of Post-Election 2010 Conflict In Ivory Coast. 
International Relations. Hasanuddin University. First Advisor: Mappa Nasrun. 
Second Advisor: Muh. Nasir Badu. The objective of this research is finding the 
role of UNOCI in the resolution of post-election conflict that happened in Ivory 
Coast in the end of 2010 until middle of 2011, and also to find the obstacle factors 
and proponent factors faced by UNOCI in efforts to resolve the conflict. The 
method of research used is Descriptive-Analytic research. Technique of data 
collecting is library research. Qualitative analysis used in analyzing the data, and 
Deductive as the technique of writing. Result of this research showed that UNOCI 
has a significant role in the effort to resolve the post election conflicts. UNOCI 
had used a coercive approach to press down the conflict by deploying their 
peacekeeping personnel to secure the area and to protect civillians from violence 
during the period of conflicts. UNOCI had faced the obstacles as attacks have 
been launched to their personnel while conducting the mandate. In responding the 
obstacles, UNOCI had received supports from UNMIL personnels, France Force 
and FRCI Force to help UNOCI press down the conflict and protect civilians. 
These obstacles and proponent factors led us to analyze how much the role that 
UNOCI had played in the conflict resolution process. As the conflict has been 
solved and UNOCI succeeded to press down the conflict, then UNOCI does have 
a significant role in the conflict resolution itself. 
 
 


















Dita Herdiyanti, E131 09 004, Peranan UNOCI (United Nations Operation In 
Cote d’Ivoire) dalam Penyelesaian Konflik Pasca Pemilu 2010 di Pantai Gading, 
di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA selaku pembimbing I, dan 
Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan UNOCI dalam upaya 
penyelesaian konflik pasca pemilu 2010 di Pantai Gading yang berlangsung sejak 
akhir tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2011, serta mengetahui hambatan dan 
dukungan yang dihadapi dalam upaya penyelesaiannya. 
 
Untuk mencapai tujuan yang dimaksud diatas, maka metode penulisan 
yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif-analisis. Teknik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Adapun untuk 
menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dan untuk 
pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan deduktif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNOCI memiliki peran yang 
signifikan dalam penyelesaian konflik pasca pemilu 2010 di Pantai Gading. Hal 
ini ditunjukkan dengan berhasilnya UNOCI dalam menekan intensitas konflik. 
UNOCI menggunakan pendekatan koersif dalam menekan konflik dengan 
menyebarkan pasukan penjaga perdamaian untuk mengamankan wilayah dan 
melindungi warga sipil di Pantai Gading. 
 
UNOCI mengalami hambatan-hambatan dalam bentuk serangan dan 
gangguan yang dilakukan terhadap personilnya dalam menjalankan mandat. 
Dalam merespon hambatan-hambatan ini, UNOCI menerima dukungan dari 
personil UNMIL, pasukan tentara Perancis, dan pasukan FRCI untuk membantu 
UNOCI dalam menekan konflik dan melindungi warga sipil. Faktor penghambat 
dan pendukung ini mengantarkan kita untuk menganalisa bagaimana peranan yang 
dimainkan oleh UNOCI dalam proses penyelesaian konflik. Dengan berhasilnya 
UNOCI dalam menekan konflik dan konflik telah terselesaikan, maka UNOCI 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Konflik dalam suatu negara merupakan hal yang lazim terjadi 
mengingat berbagai perbedaan yang ada di setiap lingkup kehidupan kita. 
Konflik dapat diawali oleh hal-hal kecil yang menyebabkan perselisihan. 
Timbulnya konflik dapat dipicu oleh sikap atau tindakan yang bernuansa 
permusuhan atau saling ketidakpercayaan yang bertalian dengan 
kecenderungan (baik pemerintah maupun rakyat) untuk memberikan reaksi 
keras dan berlebihan terhadap suatu peristiwa di antara dua atau lebih entitas 
sosial yang berbeda.
1
 Disisi lain konflik bisa bertranformasi ke dalam hal 
yang lebih baik, yaitu dengan penyelesaian secara damai sehingga tercipta 
perdamaian dan saling tenggang rasa terhadap segala perbedaan. Namun, 
apabila konflik tidak dapat diselesaikan atau justru berkembang dan 
bertransformasi ke dalam hal yang lebih buruk, maka akan terjadi kekerasaan 
dan menimbulkan korban jiwa. 
Dalam hubungan internasional, konflik terus menjadi wacana atau isu 
yang cukup penting, tidak hanya konflik antar negara seperti yang terjadi 
antara Israel-Palestina, atau Korea Utara-Korea Selatan, namun juga yang 
terjadi di dalam suatu negara (Konflik Internal), seperti misalnya yang terjadi 
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 T. May Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer & Masalah-Masalah Global, 
Bandung, Refika Aditama, 2003, Hal. 3 
 
 di Libya, Suriah, Mesir, dan Sudan. Konflik merupakan suatu hal yang luas 
dan melingkupi berbagai kawasan di dunia, salah satunya adalah Afrika. 
Afrika merupakan benua dengan tingkat kemajuan dan pembangunan 
masyarakat yang terendah di mata dunia. Berbagai konflik kerap terjadi 
dalam kawasan ini, baik berupa konflik internal maupun konflik antar negara-
negara di dalamnya. Dalam dua tahun terakhir pemberitaan internasional 
didominasi dengan berita pergolakan politik di negara-negara Afrika Utara 
seperti yang terjadi di Mesir, Libya, Sudan dan Tunisia. Bukan hanya 
fenomena-fenomena “Arab Spring” yang mencuat di kawasan Afrika, namun 
di beberapa negara-negara sub-sahara juga mengalami pergolakan, seperti 
misalnya kasus perompak Somalia, kelompok pemberontak LRA (Lord’s 
Resistance Army) di Uganda, hingga pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh 
kediktatoran Robert Mugabe di Zimbabwe. 
Diantara konflik-konflik yang terjadi dalam kawasan ini yang cukup 
menarik untuk dibahas adalah konflik politik di Pantai Gading atau dalam 
pemberitaan internasional sering kali disebut sebagai Cote d’Ivoire Crisis 
yang terjadi pada akhir tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2011. Meskipun 
krisis ini tenggelam di balik pemberitaan krisis di negara-negara Arab atau 
Afrika bagian utara, namun krisis politik ini tidak kalah penting untuk kita 
telaah latar belakang dan penyebaran dampaknya, serta campur tangan badan-
badan internasional dalam upaya penyelesaiannya. 
Pantai Gading merupakan negara bekas koloni Perancis yang merdeka 
sejak tahun 1960. Selama lebih dari tiga dekade setelah kemerdekaannya, 
 Pantai Gading dibawah kepemimpinan presiden pertama, Felix Houphouet-
Boigny, sangat mencolok dalam keharmonisan agama dan etnis serta 
perkembangan ekonomi yang baik diantara negara-negara sub-sahara Afrika 
lainnya. Namun semua itu berakhir setelah terjadinya kudeta militer oleh 
Jenderal Robert Guei terhadap presiden kedua Pantai Gading, Henri Bedie. 
Presiden Bedie tersingkir, namun penanaman xenophobia
2
 terhadap 
masyarakat muslim di bagian utara dan rival terberatnya, Alassane Ouattara, 
telah ditanamkan pada sebagian besar masyarakat selama kepemimpinannya. 
Jenderal Guei juga memperparah benih-benih permusuhan yang ada dengan 
mengeluarkan undang-undang bahwa yang boleh menjadi kandidat dalam 
pemilu hanyalah yang berketurunan Pantai Gading (kedua orang tua kandidat 
harus keturunan Pantai Gading) untuk mendepak Ouattara dari pemilihan 
presiden tahun 2000 karena menilai bahwa Ouattara adalah keturunan asing.
3
 
Laurent Gbagbo menjadi presiden setelah memenangkan pemilu tahun 
2000. Namun keadaan tidak menjadi lebih baik, xenophobia tetap terjaga dan 
makin diperparah dengan diskriminasi terhadap penduduk bagian utara Pantai 
Gading. Pada tahun 2002 Pantai Gading mengalami perang saudara yang 
pertama, hal ini dipicu oleh terbentuknya kelompok pemberontak dari bagian 
utara yang menamakan diri sebagai New Forces yang menentang 
kepemimpinan presiden Laurent Gbagbo. Pemberontakan meningkat menjadi 
pemberontakan skala penuh yang menyuarakan protes warga muslim di 
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 BBC, Ivory Coast Country Profile, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13287216 
diakses pada tanggal 30 desember 2012 pukul 12.30 WITA. 
 bagian utara bahwa mereka terdiskriminasi dalam perpolitikan negara. 
Setelah gagal menurunkan Presiden Gbagbo dari pemerintahan, kelompok ini 
menuntut kemerdekaan dan pemisahan dari pemerintahan Pantai Gading yang 
berpusat di bagian selatan. Ribuan orang tewas dalam pemberontakan ini. 
Pada masa-masa krisis perang saudara yang pertama di tahun 2002, 
internasionalisasi konflik terjadi. Pihak-pihak internasional turun tangan 
dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada tahun 2003, Perancis, PBB, dan 
bahkan Amerika Serikat turun tangan memberikan bantuan diplomatik dan 
finansial, Economic Community of West African States (ECOWAS) pun 
melakukan intervensi militer mengingat banyaknya korban yang telah 
berjatuhan. Perjanjian damai kemudian ditanda-tangani dengan Perancis 
selaku perantara.
4
 Sebagian besar pertempuran berakhir pada tahun 2004, 
namun kerusakan yang ditimbulkan masih tersisa hingga saat ini, dimana 
Pantai Gading terbagi dalam dua kubu, kubu utara dengan kelompok 
pemberontak yang dikenal sebagai New Forces, dan kubu selatan dibawah 
kontrol pemerintah. Tentara perdamaian PBB dan Perancis diturunkan untuk 
menjaga garis batas wilayah pemisah antara utara dan selatan agar tetap 
aman. 
Pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 4 April, sebagai kelanjutan dari 
peran PBB dalam menjaga keamanan di Pantai Gading, United Nations 
Operation in Cote d’Ivoire (UNOCI) resmi didirikan menggantikan United 
Nations Mission in Cote d’Ivoire (MINUCI) yang mandatnya berakhir pada 
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 tanggal yang sama.
5
 UNOCI didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi 
pelaksanaan perjanjian damai oleh pihak-pihak bertikai di Pantai Gading yang 
ditandatangai sejak Januari 2003 yang bertujuan untuk mengakhiri perang 
sipil di Pantai Gading.
6
  
Pemilu akhirnya diadakan lagi di Pantai Gading pada bulan Oktober 
2010. Jauh dari yang dibayangkan semua pihak, pemilu yang diharapkan 
dapat membawa kedamaian dalam perpolitikan Pantai Gading justru menjadi 
pemicu lahirnya konflik kedua dalam negara ini. Presiden Pantai Gading pada 
saat itu, Laurent Gbagbo bersaing ketat dengan mantan Perdana Menteri dan 
juga pemimpin partai oposisi, Alassane Ouattara, pada pemilu putaran kedua 
tanggal 28 November 2010. 
Ketua Komisi Pemilihan Independen atau Independent Electoral 
Commission (IEC), mengumumkan hasil sementara pemilu dengan kandidat 
Alessane Ouattara mengumpulkan 54,1% suara, dan kandidat Laurent 
Gbagbo mengumpulkan 45,90% suara. Namun Gbagbo tidak mau menerima 
hasil tersebut dan menuding Ouattara melakukan kecurangan. Segera setelah 
itu, Dewan Konstitusi Pantai Gading (Côte d'Ivoire's Constitutional Council) 
yang berada di bawah kontrol dan pro terhadap Gbagbo mengumumkan 
Gbagbo sebagai pemenang setelah membatalkan hasil suara dari beberapa 
wilayah utara. Berdasarkan pengumuman dari Dewan Konstitusi ini maka 
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 United Nations Security Council, Security Council Resolution 1528, S/RES/1528 (2004), 
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Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB (Special Representative of the 
Secretary-General) yang juga menjabat sebagai Kepala UNOCI, Choi 
Young-Jin, mengesahkan hasil pemilu putaran kedua sebagaimana yang 
diumumkan oleh IEC dan mengkonfirmasi kemenangan Ouattara sebagai 
presiden Tanggal 3 Desember 2010. Sehari setelahnya, baik Laurent Gbagbo 
maupun Alassane Ouattara melakukan sumpah jabatan dan dilantik sebagai 
presiden. Gbagbo dilantik di depan Dewan Konstitusi, dan Ouattara melantik 
dirinya melalui surat yang ditujukan kepada Dewan Konstitusi dan surat 
pengesahan dari Kepala UNOCI, serta dengan dasar keyakinan bahwa 
sebagian besar rakyat telah memilihnya dan dengan dukungan komunitas 
internasional yang mengakui kemenangannya. Keduanya kemudian 
membentuk kabinet dalam pemerintahan masing-masing. Sejak pertengahan 
Desember 2010, pertempuran sengit di antara kedua kubu semakin memanas 
dan telah melibatkan penggunaan senjata berat seperti mortar, granat, dan 
senapan mesin berat yang memakan korban terhadap penduduk sipil.  
Komunitas internasional, seperti PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, dan 
Amerika Serikat, juga para pemimpin ECOWAS mendukung dan mengakui 
kemenangan Ouattara, lembaga-lembaga ini juga terus mendesak Gbagbo 
untuk menyerahkan kekuasaan dan mengakui Ouattara sebagai presiden 
terpilih. Hingga pada 11 April 2011, Gbagbo ditangkap dan saat ini ditahan 
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 dalam International Criminal Court (ICC), dengan tudingan empat kejahatan 
terhadap kemanusiaan, yaitu: pembunuhan, penganiayaan, kekerasan seksual, 
dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya yang juga dilakukan oleh 
pasukan yang dipimpin olehnya sejak November 2010 hingga Mei 2011.
8
 
Krisis politik di Pantai Gading patut mendapat perhatian dunia, baik itu 
dengan mempelajari proses krisis yang telah terjadi, maupun dengan upaya-
upaya pemulihan pasca krisis tersebut. Dengan menilik apa akar dari krisis 
tersebut maka dapat memberikan kita analisa yang lebih dalam untuk 
mencegah terjadinya krisis lanjutan mengingat kesenjangan antara wilayah 
utara dan selatan masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat sipil di 
Pantai Gading. 
Penelitian ini akan secara khusus dikerucutkan dengan berfokus pada 
beberapa hal. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa lebih dalam 
mengenai bentuk-bentuk kontribusi yang telah diberikan oleh UNOCI dalam 
upaya penyelesaian konflik pasca pemilu yang terjadi di Pantai Gading. 
Penelitian ini juga akan menganalisa mengenai berbagai hal yang menjadi 
faktor-faktor penghambat dan pendukung UNOCI dalam penyelesaian konflik 
pasca pemilu 2010 di Pantai Gading yang berlangsung dari akhir tahun 2010 
hingga pertengahan tahun 2011. 
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 B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Peningkatan intensitas konflik yang terjadi di Pantai Gading pasca 
pemilu kepresidenan 2010 berkembang dengan pesat bahkan hanya dalam 
hitungan minggu. Kekerasaan dan penggunaan senjata berat telah menelan 
korban ribuan warga sipil. Hal pertama yang perlu dipahami adalah apa saja 
peran UNOCI sebagai penjaga perdamaian di bawah naungan PBB untuk 
menyelesaikan konflik di Pantai Gading kemudian memahami apa yang 
menjadi faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi UNOCI dalam 
menyelesaikan konflik yang berlangsung sejak akhir tahun 2010 hingga 
pertengahan tahun 2011 tersebut. 
Untuk itu penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai 
rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan UNOCI dalam penyelesaian konflik pasca pemilu 
2010 di Pantai Gading? 
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung UNOCI 
dalam penyelesaian konflik pasca pemilu 2010 di Pantai Gading? 
C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
1. Menjelaskan peranan UNOCI dalam penyelesaian konflik pasca 
pemilu 2010 di Pantai Gading. 
2. Menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung UNOCI 
dalam penyelesaian konflik pasca pemilu 2010 di Pantai Gading. 
 
 b. Kegunaan Penelitian 
1. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi ilmu 
hubungan internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam 
mengkaji dan memahami masalah hubungan organisasi internasional 
dan negara-bangsa terkait penyelesaian konflik melalui badan 
organisasi internasional, dalam hal ini pembahasan mengenai 
peranan PBB melalui UNOCI dalam penyelesaian konflik pasca 
pemilu 2010 di Pantai Gading.  
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi setiap aktor hubungan 
internasional, baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun 
organisasi non-pemerintah baik dalam level nasional, regional, 
maupun internasional tentang bagaimana penyelesaian konflik 
internal dalam suatu negara melalui bantuan organisasi internasional. 
D. Kerangka Konseptual 
Dalam menganalisis peranan UNOCI yang berada di bawah naungan 
PBB dalam konflik di Pantai Gading ini maka penggunaan konsep mengenai 
organisasi internasional tentunya sangat dibutuhkan. Menurut Cheever dan 
Haviland, Organisasi Internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama 
internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan 
suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi 
manfaat timbal balik melalui peretemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan 
 staf secara berkala.
9
 Organisasi internasional sendiri terbagi ke dalam dua 
bentuk, yaitu IGO (Intergovernmental Organization) dan INGO 
(International Non-Governmental Organization). IGO adalah organisasi 
internasional yang keanggotaannya terbuka hanya untuk negara-negara dan 
otoritas pengambilan keputusan diserahkan kepada perwakilan dari 
pemerintahan, sedangkan INGO adalah organisasi internasional yang mana 
keanggotaanya terbuka terhadap aktor-aktor transnasional non-negara.
10
 
Awal mula fokus perpolitikan dunia terhadap peran organisasi 
internasional dalam hubungan internasional adalah dengan menggunakan 
pendekatan liberal. Dalam institusionalisme liberal dinyatakan bahwa 
terdapat ketidakmampuan suatu negara dalam memberikan kesejahteraan dan 
jaminan keamanan terhadap warga negaranya, sementara organisasi 
internasional memiliki kewajiban moral dalam menutupi ketidakmampuan 
dari negara tersebut, melalui optimalisasi organisasi internasional yang 
dianggap mampu memfasilitasi kepentingan nasional bersama diantara 
negara-negara anggotanya. Apabila suatu negara tidak dapat menyelesaikan 
suatu masalah di dalam negaranya, maka pada saat itulah kehadiran suatu 
organisasi internasional sangat dibutuhkan.
11
 Namun masalah utama yang 
seringkali dihadapi suatu negara dalam merealisasikan bantuan dari 
organisasi internasional adalah ketika negara tersebut harus menyerahkan 
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 sebagian besar kedaulatannya kepada organisasi internasional untuk 
menentukan bentuk kebijakan yang akan dilakukan. 
PBB merupakan organisasi internasional terbesar yang ada di dunia saat 
ini. PBB memiliki badan-badan atau unit-unit operasi dalam melakukan 
kewajibannya untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat 
dunia, untuk Pantai Gading dalam hal ini, PBB membentuk UNOCI (United 
Nations Operation in Cote d’Ivoire) yang didirikan sejak tahun 2004 tepatnya 
pada tanggal 4 April. UNOCI pada dasarnya didirikan untuk menjaga 
keamanan di Pantai Gading pasca perang saudara pertama yang terjadi di 
negara ini pada tahun 2002. Mandat yang diberikan langsung oleh Sekretaris 
Jenderal PBB kepada UNOCI adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan 
perjanjian damai oleh pihak-pihak bertikai di Pantai Gading yang 
ditandatangani oleh mereka pada Januari 2003. Setelah pemilu kepresidenan 
2010 dan krisis pasca pemilu, UNOCI tetap berada di Pantai Gading dengan 
tugas untuk melindungi warga sipil dan mendukung pemerintahan Pantai 




Dalam memahami konflik yang terjadi Pantai Gading dan juga 
memahami bagaimana peranan UNOCI dalam penyelesaian konflik di negara 
ini, dibutuhkan suatu konsep mengenai konflik dan resolusi konflik untuk 
membahasnya. Perbedaan maupun kesenjangan yang terlalu mencolok 
merupakan akar dari lahirnya konflik. Menurut Peter Wallensteen, konflik 
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 adalah ketidakcocokan yang disengketakan dimana terdapat dua pihak yang 
pada saat yang bersamaan  berusaha untuk mendapatkan sumber daya yang 
langka yang tersedia, yang dapat berupa material atau non-material.
13
 Konflik 
seringkali merupakan unsur konstruktif dari masyarakat yang dinamis, namun 
hal ini akan menjadi sangat bermasalah ketika pihak yang terlibat konflik 
menggunakan cara-cara kekerasan untuk meningkatkan perjuangan mereka. 
Tiap-tiap konflik tentunya membutuhkan mekanisme resolusi yang 
berbeda. Mekanisme resolusi konflik yang tepat dibutuhkan agar tidak terjadi 
peningkatan intensitas konflik dan konflik bisa dipecahkan dengan cepat. 
Beberapa konflik membutuhkan mediator dalam penyelesaiannya, namun 
tidak sedikit juga konflik yang membutuhkan sebuah tindakan koersif dalam 
penyelesaiannya. 
Johan Galtung menjelaskan mengenai dua macam konflik, yaitu 
asymmetric conflict dan symmetric conflict. Asymmetric Conflict merupakan 
konflik yang terjadi antara aktor yang memiliki power yang tidak seimbang, 
misalnya konflik antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, atau 
antara pemerintah dan kelompok separatis. Symmetric Conflict merupakan 
konflik di antara dua aktor yang tidak memiliki perbedaan sumber daya yang 
signifikan.
14
 Galtung lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam resolusi 
konfliknya, beberapa perubahan perlu dilaksanakan, diantaranya dengan de-
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 eskalasi konflik, serta upaya transformasi hubungan dan kepentingan yang 
bertabrakan antara aktor-aktor yang berkonflik. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Dalam ilmu sosial, objek yang diamati atau diteliti adalah gejala-
gejala masyarakat yang terdiri atas kejadian-kejadian yang kongkret. 
Namun, sebelum bisa diproses secara ilmiah, kejadian-kejadian tersebut 
harus dinyatakan terlebih dahulu secara deskriptif.
15
  Tipe penelitian 
deskriptif-analitik merupakan tipe penelitian yang akan digunakan penulis 
dalam hal ini, dimana penulis akan menggunakan data-data dari 
keterlibatan UNOCI di Pantai Gading dan data-data mengenai proses 
konflik di Pantai Gading itu sendiri. Kemudian, hasil uraian tersebut 
dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat 
analitik, yaitu dimana penulis akan menganalisa mengenai peran yang 
dilakukan UNOCI serta apa saja yang menjadi penghambat dan 
pendukungnya dalam penyelesaian konflik di Pantai Gading, lalu 
menyimpulkan bagaimana peranan UNOCI dalam penyelesaian konflik 
tersebut. Tipe penelitian deskriptif-analitik dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi di Pantai Gading  
agar relevan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. 
 
 
                                                 
15
 Endi Haryono & Saptopo B. Ilkodar, Menulis Skripsi Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu 
Hubungan Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 43. 
 2. Teknik Pengumpulan Data 
Secara singkat bisa dikatakan bahwa data adalah hasil pengukuran 
fakta.
16
 Dalam teknik pengumpulan data, penulis menelaah sejumlah 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, 
dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar 
harian. Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa tempat yang 
telah kunjungi dan beberapa situs internet, yaitu: 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi 
Selatan, untuk memperoleh literatur mengenai konsep-konsep 
organisasi internasional, konsep mengenai konflik, dan konsep resolusi 
konflik. 
b. Perpustakaan Universitas Fajar di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk 
memperoleh literatur mengenai konsep-konsep organisasi internasional, 
konsep mengenai konflik, dan konsep resolusi konflik. 
c. Perpustakaan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) di 
Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memperoleh literatur mengenai 
konsep-konsep organisasi internasional, konsep mengenai konflik, dan 
konsep resolusi konflik. 
d. Pengumpulan dokumen-dokumen PBB dan data mengenai konflik dan 
UNOCI diperoleh melalui situs-situs resmi PBB dan situs resmi 
UNOCI, serta beberapa situs resmi berita internasional seperti BBC, 
Reuters, dan Guardian. 
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 3. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data 
sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur, seperti 
buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan 
lembaga terkait. Adapun, data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan 
langsung dengan penelitian penulis tentang konflik dan resolusi konflik 
khususnya melalui peranan organisasi internasional yang diperoleh melalui 
tempat-tempat yang telah disebutkan diatas. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 
menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun 
dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta 
yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya 
sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data 
kuantitatif memperkuat analisis kualitatif.
17
 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode 
deduktif, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum konflik 
yang terjadi pasca pemilu 2010 di Pantai Gading dan strategi UNOCI 
dalam menyelesaikannya, kemudian menarik kesimpulan secara khusus 
mengenai peranan UNOCI dalam penyelesaian konflik pasca pemilu 2010 
di Pantai Gading. 
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 BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
 
A. ORGANISASI INTERNASIONAL 
Ketakutan akan akibat dari perang dan dorongan untuk menghentikan 
segala bentuk konflik dan kekerasan telah mendekatkan disiplin ilmu 
hubungan internasional terhadap filsafat. Pemikiran-pemikiran yang menolak 
adanya peperangan dan kekerasan untuk alasan apapun dan mengagungkan 
perdamaian dunia di atas segalanya sangat mempengeruhi paradigma dalam 
hubungan internasional mengenai pentingnya kerjasama internasional. Hal 
inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya organisasi-organisasi 
internasional. Konsep “perdamaian dunia” ini mendorong negara-negara 
untuk membagi kedaulatannya di bawah kekuasaan pemerintahan dunia yang 
dianggap mampu mengakomodasi kekurangan negara bangsa dalam 
memenuhi kewajibannya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi 
warga negaranya maupun dalam pemenuhan jaminan keamanan dan kualitas 
hidup yang layak. 
Dalam beberapa literatur pada umumnya tidak dijelaskan mengenai 
batasan definisi dari organisasi internasional secara gamblang, namun 
cenderung mengilustrasikan organisasi internasional sesuai kriteria-kriteria 
tertentu yang menggambarkan unsur-unsur atau entitas-entitas yang harus 
dimiliki oleh suatu badan untuk disebut sebagai organisasi internasional. 
Bowett D.W menyatakan bahwa tidak ada suatu batasan dalam organisasi 
publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya 
 organisasi ini adalah organisasi permanen yang didirikan berdasarkan 
perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral 
daripada perjanjian bilateral yang disertai dengan kriteria tertentu mengenai 
tujuannya.
18
 Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Starke yang 
beranggapan bahwa organisasi internasional pada awalnya sama seperti 
fungsi suatu negara modern yang mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan 
serta alat kelengkapan yang diatur dalam hukum nasional, sehingga dengan 
demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan 
negara modern yang diatur oleh Hukum Konstitusi Internasional.
19
 Schermers 
memperkuat pernyataan sebelumnya dengan menyatakan tidak ada definisi 
yang diterima secara umum dari organisasi internasional. Kemungkinan 
membuat definisi tersebut tergantung pada konteks dari organisasi 
bersangkutan. Kebanyakan kajian mengenai organisasi internasional terbatas 




Berbeda dari ketiga pakar diatas, Daniel Cheever dan Henry Haviland 
mendefinisikan secara sederhana mengenai organisasi internasional sebagai 
pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-
negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik melalui pertemuan-
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 pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.
21
 Sementara Peter 
Willetts mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu institusi 
dengan prosedur formal dan keanggotaan formal dimana anggotanya terdiri 
dari tiga atau lebih negara.
22
 Dari beberapa definisi diatas dapat kita 
simpulkan bahwa organisasi internasional sama seperti organisasi pada 
umumnya yang memiliki organ-organ, fungsi dan tujuan tertentu, hanya saja 
dalam hal keanggotaan yang lebih luas dan melibatkan negara-negara, serta 
dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang bersifat internasional. Organisasi 
internasional sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu Intergovernmental 
Organization (IGO) dan International Non-Govenrmental Organization 
(INGO). IGO adalah organisasi internasional yang mana keanggotaannya 
secara resmi hanya terbuka untuk negara-negara dan otoritas pengambilan 
keputusannya berada pada representasi dari beberapa pemerintahan, 
sedangkan INGO adalah organisasi internasional yang mana keanggotaannya 
terbuka untuk aktor-aktor transnasional. 
Secara historis, seperti yang dijelaskan sebelumnya, organisasi 
internasional sering kali diilustrasikan sebagai suatu entitas yang diembankan 
tugas untuk “mengelola masalah” sehingga dianggap sebagai perpanjangan 
dari negara-negara, dimana yang dilakukan oleh organisasi ini adalah hal-hal 
                                                 
21
 Teuku May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung, Refika Aditama, 
1998, Hal. 2. 
22
 John Baylis & Steven Smith, The Globalization of World Politics; An Introduction to 
International Relations, second edition, New York, Oxford University Press, 2001,  
Hal. 376. 
 
 yang tidak dapat dilakukan oleh negara itu sendiri. Dengan kata lain konsep 
yang mendominasi literatur adalah konsep dari organisasi internasional yang 
mengemban tugas untuk memenuhi dan membantu keterbatasan negara dalam 
mencapai kepentingan nasional, seperti misalnya mengelola jalur perairan 
internasional, mengawasi pelanggaran Hak Asasi Manusia, menyediakan 
pinjaman untuk pembangunan ekonomi dan kemanusiaan, dan bahkan 
mengelola perdamaian dan keamanan. 
Setiap negara akan cenderung bergabung dalam suatu organisasi 
internasional tertentu, namun tidak jarang juga kita lihat bahwa negara-negara 
menolak untuk bergabung dalam organisasi internasional. Isu utama dalam 
membahas hal ini adalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah hak 
yang dimiliki oleh negara untuk menentukan arah kebijakan dalam negeri 
maupun luar negerinya.
23
 Ketika suatu negara bergabung dalam keanggotaan 
organisasi internasional maka sebagian kedaulatan negara tersebut telah 
diserahkan dalam forum internasional dari organisasi tersebut, karena dalam 
pengambilan keputusan di dalam forum internasional, negara tidak lagi 
memiliki otoritas untuk menentukan sendiri arah kebijakan negaranya, namun 
ditentukan oleh hasil keputusan dari forum internasional yang terdiri dari 
beberapa negara anggota. 
Klasifikasi organisasi internasional sendiri berbeda-beda dari yang 
dikemukakan oleh para ahli. Noyes E. Leech a.l dalam bukunya 
mengklasifikasikan tiga tipe utama dari organisasi internasional, pertama, 
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 perwakilan administratif yang telah dibentuk untuk tugas teknik khusus 
seperti peraturan mengenai alat-alat komunikasi internasional. Kedua, 
perlengkapan atau keperluan untuk keputusan pengadilan atau konsiliasi dari 
perselisihan internasional yang telah ditetapkan. Ketiga, hukum organisasi 
internasional umum diciptakan dalam setiap dasar organisasi internasional 
atau global untuk menciptakan perlindungan secara kolektif dan 
mempromosikan tindakan kooperatif dalam tingkatan yang luas dari masalah-
masalah yang bersifat internasional lainnya.
24
 Sementara Bowett 
mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan:
25
 
1. Fungsi: organisasi politik, organisasi administrasi, organisasi-
organisasi yang mempunyai kompetensi luas dan organisasi-
organisasi yang mempunyai kompetensi terbatas. 
2. Sifat: organisai global dan regional 
3. Perjanjian: antarnegara dan antarpemerintah dan non-
pemerintah 
4. Kewenangan: yang mempunyai kewenangan suprasional dan 
yang tidak mempunyai kewenangan suprasional. 
Persyaratan pendirian organisasi internasional dapat kita kembangkan 
berdasarkan pada unsur-unsur perjanjian internasional sebagaimana yang 
tertulis dalam Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional diputuskan 
diantara negara-negara dalam form tertulis dan dijalankan oleh hukum 
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 internasional, baik dibentuk dalam satu atau dua atau lebih instrumen, apapun 
rancangan partikularnya. Berdasarkan unsur di atas, maka persyaratan 
pendirian organisasi internasional adalah sebagai berikut:
26
 
1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (contracting states). 
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih 
instrumen. 
3. Untuk tujuan tertentu. 
4. Dilengkapi dengan organ. 
5. Berdasarkan hukum internasional. 
Tujuan berdirinya sebuah organisasi internasional sangat beragam, 
sehingga secara umum organisasi internasional memiliki beberapa ciri yang 
disebutkan oleh Leroy Bennet
27
, yaitu: 
1. A permanent organization to carry on a continuing set of 
functions; 
2. Voluntary membership of eligible parties; 
3. Basic instrument stating goals, structure, and methods of 
operation; 
4. A broadly representative consultative conference organ; 
5. Permanent secretariat to carry on continous administrative, 
research and information functions. 
Organisasi internasional tentunya memiliki unsur keanggotaan sebagai 
prasayarat berdirinya. Dalam keanggotaan organisasi internasional sendiri 
berbeda-beda tergantung pada jenis organisasinya, misalnya pada IGO, 
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 keanggotaanya terbatas pada pemerintahan dari negara-negara saja, tetapi 
pada INGO, keanggotaannya tidak terikat pada negara, dalam artian pihak-
pihak non pemerintahan dapat bergabung sebagai anggota. Schermers 
menyatakan bahwa yang dapat menempati posisi peserta atau subjek 
keanggotaan dalam organisasi internasional adalah negara, bagian dari negara 
(parts of states), kelompok negara dan organisasi internasional. Adapun jika 
dilihat dari hak-hak yang dimiliki oleh anggota dapat dibedakan menjadi: 1) 
anggota penuh yang akan berpartisipasi secara penuh dalam setiap kegiatan 
dan memiliki hak penuh, 2) anggota affiliasi yang berpartisipasi pada 
kegiatan organisasi namun tidak memiliki hak memilih (voting rights), 3) 
anggota parsial yang hanya berpartisipasi dalam kegiatan tertentu saja.
28
 
Suatu organisasi internasional yang dibentuk dari suatu perjanjian 
dengan instrumen pokok akan memiliki suatu kepribadian hukum di dalam 
hukum internasional. Kepribadian hukum ini penting untuk memungkinkan 
organisasi internasional tersebut dapat berfungsi dalam hubungan 
internasional, khususnya dalam melaksanakan fungsi hukum seperti membuat 
kontrak, perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas dan hak-
hak tertentu dalam rangka menjalankan fungsinya. Sebagaimana yang 
dikatakan oleh Maryan Green bahwa organisasi internasional mutlak 
dianugrahkan kepribadian hukum dalam hukum internasional publik demi 
pencapaian pokok dari tujuan organisasi tersebut dibentuk.
29
 Sumaryo 
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 Suryokusumo menambahkan walaupun  kepribadian hukum suatu organisasi 
internasional tidak dicantumkan dalam instrumen pokoknya sebagai subjek 
hukum internasional, organisasi internasional tidak akan kehilangan 
kepribadian hukum karena organisasi tersebut akan mempunyai kapasitas 
untuk melaksanakan prestasi hukum sasuai dengan aturan dan prinsip–prinsip 
hukum internasional.
30
 Sementara Ian Brownlie
31
 memberikan kriteria untuk 
merumuskan kepribadian organisasi internasional sebagai berikut: 
a) Merupakan suatu kumpulan negara yang bersifat tetap dengan 
tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum, 
dilengkapi dengan badan-badan. 
b) Adanya suatu perbedaaan dalam kekuasaan hukum dan maksud-
maksud serta tujuan dari organisasi internasional itu pada satu 
pihak dengan negara-negara anggotanya pada pihak lain. 
c) Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan 
organisasi internasional itu tidak saja dalam hubungannya 
dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara, tetapi 
juga dalam tingkat internasional. 
Berdasarkan pendapat di atas akan timbul pertanyaan apabila organisasi 
internasional dapat memiliki law making power, maka organisasi 
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1. Dukungan pembuatan traktat (sponsorship of treaty making). 
2. Forum untuk praktek negara (forums for state practice): 
prescriptive resolution, channel for expert opinion, decision of 
organs eith judisial functions, the practice of political organs, 
power of legislation delegated to organization, external practice 
of organization, internal law making. 
PBB sebagai organisasi antar-negara terbesar seringkali dianggap 
sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menanggulangi masalah-
masalah internasional maupun internal negara yang dampaknya sudah 
menyebar luas. Nama “Perserikatan Bangsa-Bangsa” diciptakan oleh presiden 
Amerika Serikat F. D. Roosevelt yang digunakan pertama kali pada 
“Declaration by United Nations” pada tanggal 1 Januari 1942 selama Perang 
Dunia II, ketika perwakilan 26 negara berjanji bahwa negara mereka akan 
terus berjuang bersama melawan kekuatan Axis.
33
 
Piagam PBB merupakan instrumen Organisasi yang menetapkan hak 
dan kewajiban negara anggota dan membangun organ-organ dan prosedur 
dari PBB. Sebagaimana perjanjian internasional, piagam ini menetapkan 
prinsip-prinsip dasar dari hubungan internasional, yaitu persamaan kedaulatan 
dari negara-negara untuk larangan dalam penggunaan kekuatan dalam 
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 hubungan internasionalnya dalam cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan 
PBB. Klasifikasi dari PBB memiliki beberapa macam. Metode yang paling 
mudah untuk melakukan klasifikasi terhadap organisasi internasional antar 
pemerintah (Intergovernmental) adalah klasifikasi organisasi internasional 
berdasarkan tujuan organisasi dan keanggotaan organisasi tersebut.
34
 
Persyaratan keanggotaan di PBB dibagi menjadi 2 bagian. Pertama 
adalah anggota asli (original member) dan anggota yang akan datang 
(admitted member). Negara anggota asli didefinisikan oleh PBB sebagai 
negara-negara yang berpartisipasi langsung terhadap United Nations 
Conference on International Organization di San Fransisco. Mekanisme 
lainnya dalam penentuan negara anggota asli adalah apakah negara tersebut 
menandatangani Deklarasi Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 
Januari 1942.
35
 Adapun keanggotaan PBB telah diatur dalam Piagam PBB 
pasal 4 yang berbunyi:
36
 
Pasal 4(1): Memberhip in the United Nations is open to all other peace 
loving states which accept the obligations contained in the 
present charter and, in the judgement of the organization, are 
able and willing to carry out these obligations. 
Pasal 4(2): The admission of any such state to membership in the United 
Nations will effected by a decision of the General Assembly 
upon the recommendation of the Security Council. 
 
Dalam beberapa kasus, PBB memiliki hak intervensi untuk terjun 
langsung dan menyelesaikan masalah, yang artinya PBB memiliki kekebalan 
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 atau imunitas dan hak-hak istimewa sebagai organisasi internasional. Pasal 
105 dari piagam PBB menyatakan: 
“The organization should enjoy in the territory of each of its members 
such privileges and immunities are necessary for the fulfillment of its 
purposes and that representatives of members and official of the 
organization shall similiarly enjoy such privileges and immunities as 
are necessary for the independent exercise of their function in the 
connection with the organization.”37 
 
Operasi penjaga perdamaian PBB (UN Peacekeeping) merupakan  
instrumen penting dalam tatanan masyarakat internasional untuk memajukan 
perdamaian dan keamanan. Operasi ini dikerahkan melalui otoritasi dari 
Dewan Keamanan PBB dan dengan persetujuan dari pemerintah tuan rumah, 
serta pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik. Para penjaga perdamaian 
akan secara tradisional melibatkan model militer terutama dalam operasi 
gencatan senjata serta memantau pemisahan kekuatan setelah terjadinya 
perang. Saat ini, operasi penjaga perdamaian telah banyak berkembang 
dengan mengadopsi model komplesitas dari banyak elemen seperti polisi, 
militer, dan sipil untuk membantu mempertahankan dasar-dasar perdamaian. 
Secara spesifik, untuk wilayah Afrika Barat, khususnya Pantai Gading, 
Dewan Keamanan PBB telah mendirikan United Nations Mission in Cote 
d’Ivoire (MINUCI) pada tahun 2003, yang terdiri dari 76 militer dan 
komponen warga sipil, untuk memfasilitasi pelaksanaan dari perjanjian  
damai di Pantai Gading. Dalam merespon situasi di Pantai Gading yang 
kembali memanas, Dewan Keamanan PBB mendirikan United Nations 
Operation in Cote d’Ivoire (UNOCI) pada tahun 2004 dengan meminta 
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 kepada Sekretaris Jenderal untuk mentransfer otoritas dari ECOWAS dan 
MINUCI ke dalam UNOCI (selanjutnya akan dijelaskan pada Bab III). 
B. Konflik dan Resolusi Konflik 
Dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari skala terkecil sampai skala 
internasional, konflik merupakan fenomena yang selalu hadir dalam tiap-tiap 
fase kehidupan. Konflik merupakan antonim dari perdamaian yang saling 
melengkapi, tanpa adanya konflik maka tidak akan ada perdamaian, dan tanpa 
adanya perdamaian kita tidak akan mengenal konflik. Setiap pihak akan 
setuju bahwa akar dari konflik adalah perbedaan. Perbedaan senantiasa hadir 
dalam kehidupan kita sebagai pelengkap dan memperkaya apa yang kita 
miliki. Namun terkadang perbedaan tidak dapat menjadi pelengkap dan tidak 
dapat disikapi dengan tenggang rasa, hal inilah yang akan menjadi benih-
benih lahirnya konflik secara cepat atau lambat di masa yang akan datang. 
Secara etimologis, konflik berasal dari kata confligere yang artinya 
saling mengejutkan. Hal ini sejalan dengan interpretasi perilaku anglo-
american sebagai pihak-pihak yang saling mengejutkan, dengan kata lain, 
kekerasan. Istilah ini juga terbuka untuk interpretasi sikap subjektif dari 
pihak-pihak sebagai kejutan dalam rasa benci yang kemudian diungkapkan 
dengan kekerasan.
38
 Rambsbothan, Miall, dan Woodhouse mengungkapkan 
bahwa konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam 
proses perubahan sosial karena sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, 
nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan 
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 oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang 
diwariskan.
39
 Berkaitan dengan itu Dahrendorf mendefinisikan konflik 
sebagai sebuah keadaan yang terjadi akibat adanya tekanan yang mengelilingi 
keputusan dalam beberapa pilihan, yang kadang dimanifestasi melalui 
konfrontasi antar pihak. Dahrendorf lebih jauh mengatakan bahwa konflik 
memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Kedua pihak tidak akan 
terlibat konflik apabila tidak saling mengenal dan tidak berinteraksi. 
Demikian juga konflik dapat mengantarkan kedua pihak pada konsensus, 
seperti yang terjadi pada Amerika Serikat dan Jepang pasca perang dunia II 
yang sekarang menjalin kerjasama yang erat.
40
 
Johan Galtung menjabarkan konflik dengan memulainya dari suatu 
“tujuan” (goals), beliau mengungkapkan bahwa hidup adalah mengejar 
tujuan, kehidupan sosial adalah pertukaran nilai, dan yang mengejar dan 
menukar nilai disebut sebagai aktor. Dalam mengejar tujuan si aktor 
“bertindak”, dalam menukar nilai si aktor “berinteraksi”. Aktor tersebut 
bergerak sepanjang garis hidupnya, yang ditandai dengan tujuan-konsumsi 
(goal-consumption) dan memuncak pada tujuan-negara (goal-states).
41
 
Dalam konteks hubungan internasional, analisis mengenai konflik 
masih menjadi kajian utama sebagaimana konflik-konflik selalu terjadi dalam 
dinamika hubungan internasional diantara negara-negara di dunia yang 
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 menuntut adanya upaya perdamaian. Dalam hal ini, hubungan internasional 
dapat lahir dengan latar belakang dari konflik yang menghiasi dinamika 
interaksi antar bangsa. Hal ini ditegaskan oleh E.H Carr bahwa studi 
hubungan internasional muncul sebagai akibat dari keinginan, terutama 
setelah Perang Dunia I, untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik dan 
untuk membangun tatanan dunia yang lebih damai.
42
 Dari setiap definisi 
mengenai konflik diatas tentunya pemahaman terhadap konflik sendiri akan 
berbeda berdasarkan jenis, tingkatan, dan aktor-aktor yang terlibat di 
dalamnya. Memahami konflik yang terjadi di dalam suatu negara tentunya 
berbeda dengan memahami konflik yang terjadi di antara dua negara, latar 
belakang dari konflik juga menentukan pemahaman kita terhadap konflik 
tersebut. 
Setelah beberapa pemahaman menganai definisi konflik, perlu kita 
ketahui mengenai sumber-sumber konflik. Howard H. Lentner menyebutkan 
bahwa sumber konflik dapat terletak pada kelangkaan sumber-sumber daya 
(berebut menguasai sumber daya alam pada khususnya) serta egosentrisme 
masing-masing negara atau kesatuan (entitas) sosial tertentu dalam hubungan 
(interaksi) dengan negara-negara lain atau kesatuan sosial lainnya.
43
 Udo 
Steinbach lebih spesifik lagi mengelompokkan penyebab konflik di negara-
negara dunia ketiga dalam empat kategori pokok: perpecahan bangsa, 
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 perkembangan yang timpang, bentrokan kultural dan gerakan pembebasan.
44
 
Daniel Katz membedakan sumber-sumber konflik dalam tiga pokok utama: 
ekonomi, nilai dan kekuasaan
45
; 
1. Ekonomi, melibatkan motif persaingan untuk mencapai sumber 
daya yang langka. Masing-masing pihak ingin mendapatkan 
hasil yang maksimal, perilaku dan emosi masing-masing pihak 
diarahkan untuk memaksimalkan keuntungannya. 
2. Nilai, melibatkan ketidakcocokan dalam cara hidup, seperti 
ideologi, preferensi, prinsip dan praktek-praktek yang diyakini. 
3. Kekuasaan, terjadi ketika masing-masing pihak ingin 
mempertahankan atau memaksimalkan pengaruh yang 
diberikannya dalam hubungan dan pengaturan sosial. 
Johan Galtung menjelaskan mengenai dua macam konflik, yaitu 
asymmetric conflict dan symmetric conflict. Asymmetric Conflict merupakan 
konflik yang terjadi antara aktor yang memiliki power yang tidak seimbang, 
misalnya konflik antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, atau 
antara pemerintah dan kelompok separatis. Symmetric Conflict merupakan 
konflik diantara dua aktor yang tidak memiliki perbedaan sumber daya yang 
signifikan.
46
 Galtung lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam resolusi 
konfliknya, beberapa perubahan perlu dilaksanakan, di antaranya dengan de-
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 eskalasi konflik, serta upaya transformasi hubungan dan kepentingan yang 
bertabrakan antara aktor-aktor yang berkonflik. 
Konflik dapat berubah setiap saat dan melalui tahapan proses, 
intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan ini 
penting untuk kita pahami dalam menganalisis konflik. Hugh Miall membagi 
tahapan-tahapan konflik sebagai berikut
47
: 
1. Pra-konflik, merupakan suatu fase dimana terjadi 
ketidakselarasan di antara dua pihak atau lebih sehingga 
timbulah konflik. 
2. Konrontasi, pada fase ini konflik menjadi semakin terbuka dan 
ketegangan mulai mencuat ke permukaan. 
3. Krisis, fase ini merupakan puncak konflik dimana ketegangan 
dan kekerasan terjadi dalam skala yang paling besar. 
4. Akibat (outcome), pada fase ini satu pihak mungkin akan 
menaklukan pihak lain, melakukan gencatan senjata, bahkan 
sudah terdapat usaha dari pihak-pihak luar untuk mendamaikan 
(negosiasi). 
5. Pasca-konflik, pada fase ini situasi diselesaikan dengan 
mengakhiri segala konfrontasi, ketegangan dan kekerasan, serta 
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 membawa situasi ke arah yang lebih normal di antara kedua 
pihak. 
Kehadiran konflik dalam setiap lingkup kehidupan menandakan bahwa 
konflik merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita, namun 
bukan berarti bahwa kita dapat membiarkan konflik terus terjadi tanpa adanya 
upaya perdamaian. Segala upaya untuk menyelesaikan dan mendamaikan 
konflik seringkali disebut sebagai resolusi konflik. Resolusi konflik bukanlah 
hal yang mudah, dibutuhkan kemampuan dan mekanisme yang tepat dalam 
menangani suatu konflik agar tidak terjadi peningkatan intensitas konflik dan 
agar konflik dapat dipecahkan dengan cepat. Jika penanganan konflik tidak 
tepat, maka konflik cenderung akan berlarut-larut dan upaya perdamaian 
mengalami kegagalan. 
Secara umum untuk menyelesaikan konflik, Fisher menggunakan 
beberapa istilah, antara lain
48
: 
1. Pencegahan konflik. Bertujuan untuk mencegah timbulnya 
kekerasan dalam konflik. 
2. Penyelesaian konflik. Bertujuan mengakhiri kekerasan 
melalui persetujuan perdamaian. 
3. Pengelolaan konflik. Bertujuan membatasi atau menghindari 
kekerasan melalui atau mendorong perubahan pada pihak-
pihak yang terlibat agar berperilaku positif. 
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 4. Resolusi konflik. Bertujuan untuk menangani sebab-sebab 
konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang 
relatif dapat bertahan lama di antara pihak-pihak yang 
bermusuhan. 
5. Transformasi konflik. Bertujuan mengatasi sumber-sumber 
konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan 
mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedan ke 
kekuatan posistif. 
Pada masa modern ini, istilah resolusi konflik lebih marak digunakan 
dibandingkan dengan istilah manajemen konflik. Morton Deutsh 
mendefinisikan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan 
yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti 
strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. 
Pachter dan Magee menambahkan resolusi konflik difokuskan pada sumber 
konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu 
yang lebih nyata. Jika kedua pihak tidak setuju atas isu yang digariskan, maka 
kita akan membutuhkan negosiator.
49
 
Aktor dalam resolusi konflik terbagi atas tiga, yaitu: pihak-pihak yang 
bertikai, negara atau pemerintah dimana konflik terjadi, dan pihak ketiga 
yang netral (individu, negara, IGO, NGO). Dalam penyelesaian konflik 
sendiri kita dapat menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan 
persuasif. Dalam pendekatan persuasif digunakan jalur perundingan dan 
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 musyawarah untuk mencapai titik temu diantara pihak-pihak yang bertikai. 
Kedua, pendekatan koersif. Dalam pendekatan koersif digunakan kekerasan 
fisik atau ancaman kekerasan. Hal ini dilakukan karena pendekatan persuasif 
sudah tidak mungkin lagi diterapkan, sehingga untuk menurunkan intensitas 
konflik harus dilakukan melalui jalan tegas. Namun dalam perkembangannya, 
beberapa konflik juga menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan diatas 
secara silih berganti untuk upaya perdamaian, contohnya konflik yang terjadi 
di Aceh, Indonesia. 
Dalam resolusi konflik terdapat tahapan-tahapan strategi yang 
dilakukan agar penyelesaian konflik dapat diterapkan secara tepat. Tahapan-
tahapan tersebut  dikemukakan oleh Johnson dan Johnson
50
. Tahap pertama 
adalah pengumpulan data. Pada tahap ini rumus yang digunakan adalah 
5W+1H (who, which, why, when, where, how). Setelah itu, tahap kedua 
adalah memeriksa kembali pencatatan pada tahap pertama agar hasilnya lebih 
akurat. Tahap ketiga adalah mendengarkan kedua pihak atau pihak lain, 
saling meneguhkan dan memberikan dukungan terhadap gagasan-gagasan 
yang sama. Keempat, redefinisi konflik. Tahap kelima adalah melakukan 
negosiasi dan kompromi untuk memilih cara terbaik dalam menyelesaikan 
konflik.  
Sekalipun terdapat opsi penyelesaian dengan jalur koersif, namun 
penyelesaian konflik secara damai selalu dianjurkan oleh berbagai aktor 
hubungan internaisonal. Hal serupa juga dimuat dalam piagam PBB pasal 38 
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 yang disebut “Penyelesaian Sengketa Secara Damai”. Dalam pasal tersebut 
disebutkan mengenai keharusan bagi setiap negara yang terlibat konflik atau 
sengketa untuk menyelesaikan masalahnya melalui prosedur penyelesaian 
damai, baik melalui bentuk perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, 




Dalam konsep organisasi internasional telah disebutkan bahwa 
organisasi internasional memiliki kekebalan dan hak-hak tertentu dalam 
menjalankan fungsinya. Dewan Keamanan PBB dilengkapi dengan kekuatan 
dan hak-hak tertentu untuk melaksanakan putusannya dalam resolusi konflik. 
Kekuatan ini akan ditunjukkan pada saat Dewan Keamanan menganggap 
telah terjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap 
perdamaian, atau tindakan agresi. Jika situasi telah berkembang hingga tahap 
tertentu, maka Dewan Keamanan dapat memerintahkan negara anggotanya 
untuk menerima “tindakan sementara” seperti gencatan senjata. Dewan 
Keamanan juga dapat memutuskan tindakan non-kekerasan yang biasanya 
dilakukan dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya hubungan ekonomi, 
yaitu boikot dan embargo. Jika tindakan seperti ini belum memadai untuk 
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 Meskipun Piagam PBB berhasil menyusun strategi yang relatif efektif 
dalam penyelesaian konflik secara damai, namun prosedur pelaksanaan 
penyelesaian secara damai masih terbatas karena diperlukan kesepakatan di 
antara lima negara anggota tetap Dewan Keamanan dan oleh prinsip yang 
ditetapkan pada Bab VI Piagam PBB yang mana menetapkan bahwa tindakan 
penyelesaian seperti itu harus mendapat izin dari negara yang telibat dalam 




Konflik dan Pemilu 2010 di Pantai Gading 
 
A. United Nations Operation in Cote d’Ivoire (UNOCI) 
Pasukan penjaga perdamaian telah hadir di Pantai Gading jauh sebelum 
krisis pasca pemilu 2010 dimulai. Intervensi internasional pertama datang 
dari Perancis yang mana dulunya memiliki kekuasaan kolonial di Pantai 
Gading, operasi ini disebut sebagai “Operasi Licorne” dimana Perancis 
menurunkan personel militernya di negara ini sejak pemberian kemerdekaan 
pada tahun 1960. Kemudian pada perang saudara yang pecah tahun 2002, 
Operasi Licorne digantikan dengan pasukan yang diturunkan oleh Economic 
Community of West African States (ECOWAS) yang disebut ECOMICI yang 
diikuti oleh pembentukan misi dari PBB yang disebut MINUCI. Tahun 2004, 
baik ECOMICI dan MINUCI melebur dalam pasukan penjaga perdamaian 
PBB, United Nation Operation in Cote d’Ivoire (UNOCI). 
Pasca perang saudara yang terjadi pada tahun 2002 di Pantai Gading 
dan setelah menetapkan bahwa situasi di Pantai Gading terus menimbulkan 
ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan 
PBB memutuskan mendirikan UNOCI untuk memfasilitasi implementasi dari 
perjanjian damai yang ditandantangai pada tahun 2003 oleh kedua pihak yang 
bertikai. UNOCI secara resmi didirikan atas mandat Security Council adopted 
resolution 1528 pada tanggal 4 April 2004 yang juga secara resmi 
menggantikan United Nations Mission in Côte d’Ivoire (MINUCI) yang 
mandatnya berakhir pada tanggal yang sama. Dewan Keamanan PBB 
 meminta Sekeretaris Jenderal untuk mengalihkan otoritas dari MINUCI dan 
pasukan ECOWAS ke UNOCI. Dewan Keamanan juga memberikan otoritas 
kepada pasukan tentara Perancis untuk mendukung misi baru PBB di Pantai 
Gading. Pada saat itu, UNOCI dilengkapi dengan 6.240 personil untuk 
melaksanakan mandatnya.
53
 UNOCI memiliki kepentingan untuk menjaga 
terciptanya perdamaian dan keamanan di Pantai Gading mengingat akibat dari 
perang saudara tahun 2002 telah memakan banyak korban jiwa di Pantai 
Gading. 
Struktur kepemimpinan UNOCI terbagi atas
54
: 
1. Special Representative of the Secretary-General and Head of 
Mission. 
2. Deputy Special Representative of the Secretary-General. 
3. Deputy Special Representative of the Secretary-General, UN 
Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator. 
4. Force Commander. 
5. Police Commissioner. 
Di dalam mandatnya, UNOCI memiliki beberapa tugas dan fungsi yang 
harus diimplementasikannya di Pantai Gading adalah sebagai berikut
55
: 
1. Memantau penghentian permusuhan dan pergerakan kelompok bersenjata. 
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 Dalam hal ini UNOCI ditugaskan untuk mengamati dan memantau 
pelaksanaan perjanjian perdamaian dan perjanjian gencatan senjata yang 
telah disepakati oleh pihak-pihak Pantai Gading, yang mana bertujuan 
untuk mencegah setiap tindakan permusuhan dan untuk menyelidiki 
pelanggaran gencatan senjata. Dalam pelaksanaan di lapangan, UNOCI 
bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Nasional Pantai Gading dan 
unsur-unsur militer lainnya, dan juga berkoordinasi dengan pasukan 
Perancis dalam rangka untuk mempromosikan dan membentuk kembali 
saling kepercayaan di antara semua pihak di Pantai Gading yang terlibat. 
2. Pelucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi, repatriasi dan pemukiman 
kembali. 
Dalam hal ini UNOCI ditugaskan untuk mendukung pemerintah Pantai 
Gading dalam pelaksanaan program nasional untuk demobilisasi, 
pelucutan senjata dan reintegrasi, termasuk melalui dukungan logistik, 
khususnya dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak, 
sebagaimana dalam PBB sendiri kesejahteraan perempuan dan anak-anak 
sangat diutamakan di wilayah-wilayah konflik. Selain itu, UNOCI juga 
mengemban tugas untuk mengamankan, menetralisir atau menghancurkan 
senjata, amunisi atau perlengkapan militer lainnya yang diserahkan oleh 
mantan kombatan. 
3. Pelucutan senjata dan pembongkaran milisi. 
Tugas ini bertujuan untuk membantu Perdana Menteri dalam merumuskan 
dan melaksanakan program untuk pelucutan senjata dan pembongkaran 
 milisi dimana UNOCI berperan untuk memantau pelaksanaannya. Tugas 
ini masih berkaitan dengan poin-poin tugas sebelumnya. 
4. Operasi identifikasi penduduk dan pendaftaran pemilih. 
UNOCI ditugaskan untuk berkontribusi dalam mengamankan operasi dari 
identifikasi penduduk dan pendaftaran pemilih, yang dibutuhkan Pantai 
Gading dalam pelaksanaan pemilu di negaranya. 
5. Reformasi sektor keamanan. 
Dalam hal ini UNOCI ditugaskan untuk membantu dalam merumuskan 
rencana restrukturisasi pertahanan dan pasukan keamanan, dan juga dalam 
mempersiapkan seminar pada reformasi sektor keamanan yang akan 
diselenggarakan oleh Uni Afrika dan ECOWAS. 
6. Perlindungan terhadap personil PBB, lembaga dan warga sipil. 
Selain menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga 
sipil, UNOCI juga bertugas melindungi personil PBB, instalasi dan 
peralatan PBB yang berada di wilayah Pantai Gading. UNOCI ditugaskan 
untuk menjamin keamanan dan kebebasan pergerakan personel PBB dan 
melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan fisik, sesuai kemampuan 
dan  daerah penyebarannya tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah 
Pantai Gading. 
7. Memantau embargo senjata. 
Dalam hal ini, UNOCI ditugaskan untuk mengawasi dan memeriksa setiap 
senjata yang masuk ke wilayah Pantai Gading, sebagaimana embargo 
 senjata telah ditetapkan untuk Pantai Gading oleh Dewan Keamanan PBB, 
maka UNOCI berperan dalam pemantauan pelaksanaannya. 
8. Mendukung bantuan kemanusiaan. 
UNOCI ditugaskan untuk memfasilitasi arus bebas dari barang dan 
bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pihak-pihak internasional 
kepada korban krisis Pantai Gading, antara lain dengan membantu 
membangun kondisi keamanan yang diperlukan dan memperhatikan 
kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok rentan, khususnya perempuan, 
anak-anak dan orang tua. 
9. Mendukung pemindahan administrasi negara. 
Dengan bantuan dari Uni Afrika, ECOWAS dan mitra internasional 
lainnya, UNOCI memfasilitasi pembentukan kembali otoritas Pemerintah, 
lembaga dan layanan publik Pantai Gading untuk pemulihan ekonomi dan 
sosial pasca krisis di Pantai Gading. 
10. Mendukung organisasi terbuka, pemilihan yang bebas, adil dan transparan. 
Program ini merupakan bagian dari program pemulihan demokratisasi di 
Pantai Gading, dimana UNOCI membantu pemerintah dalam 
mempromosikan demokrasi melalui sosialisasi mengenai pemilu yang 
bebas, adil dan terbuka. 
11. Memberikan bantuan dalam bidang Hak Asasi Manusia. 
UNOCI ditugaskan untuk memberikan kontribusi untuk meningkatkan dan 
melindungi Hak Asasi Manusia di Pantai Gading, dengan perhatian khusus 
terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak dan perempuan, 
 selain itu UNOCI juga bertugas untuk memantau dan membantu 
penyelidikan pelanggaran HAM di Pantai Gading.  
12. Informasi publik. 
Informasi publik ditujukan untuk mempromosikan proses perdamaian di 
seluruh wilayah Pantai Gading, melalui kapasitas media-media informasi, 
misalnya melalui siaran radio UNOCI FM. 
B. Pemilu Kepresidenan Pantai Gading 2010 
Struktur pemerintahan di Pantai Gading mirip dengan yang diadopsi 
oleh Amerika Serikat dan banyak negara Eropa. Sistem pemerintahannya 
dijalankan oleh kombinasi dari Presiden dan Perdana Menteri. Pemerintahan 
dibagi menjadi tiga badan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Badan eksekutif pemerintah Pantai Gading dipimpin oleh presiden dengan 
masa jabatan lima tahun. Presiden juga berwenang sebagai kepala angkatan 
bersenjata dan mengemban tugas kenegaraan untuk menegosiasikan dan 
meratifikasi perjanjian-perjanjian. Presiden berwenang untuk menunjuk 
Perdana Menteri yang memimpin badan legislatif. Badan legislatif 
pemerintah dijalankan oleh Majelis Nasional, sebuah organisasi pejabat 
terpilih yang mirip dengan House of Representative di Amerika Serikat. 
Majelis Nasional ini terdiri atas 255 anggota yang mana setiap anggota 
mewakili konstituensi tertentu dari populasi dan menjabat selama lima tahun 
masa jabatan. Tanggung jawab Majelis Nasional adalah untuk mengesahkan 
 undang-undang yang diperkenalkan oleh presiden. Selain itu, Majelis 
Nasional juga memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.
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Pemilu presiden 2010 merupakan tujuan politik utama dari proses 
perdamaian yang ditujukan untuk menyatukan kembali Pantai Gading di 
bawah serangkaian kesepakatan politik-militer yang dicapai antara tahun 
2003 dan 2007, setelah Ouagadougou Political Agreement (OPA) 
ditandatangi. Pemilu ini pada awalnya dijadwalkan akan diadakan pada 
tanggal 30 Oktober 2005 sebagai ketentuan konstitusional, dengan cara yang 
dapat memungkinkan adanya transisi pada pemerintah terpilih yang baru 
setelah masa akhir pemerintahan satu periode pertama Presiden Gbagbo. 
Pemilu Ini ditunda setidaknya enam kali, dalam beberapa kasus dengan 
persetujuan dari fasilitator internasional dari berbagai penjanjian perdamaian. 
Penundaan ini memungkinkan Gbagbo untuk mempertahankan masa 
jabatannya selama lima tahun setelah berakhirnya mandat kepresidenan 
periode pertamanya. Hal ini mempengaruhi politik dari proses perdamaian 
dalam beberapa hal memungkinkan Gbagbo dan sekutunya untuk 
mengkonsolidasikan kekuasaan, akses sumber daya dan membentuk kerangka 
kelembagaan pemilihan umum yang menguntungkan dirinya.  
Pelaksanaan pemilu putaran pertama pada 31 Oktober 2010 
dimungkinkan karena kemajuan subtansial yang dibuat pada tahun 2009 dan 
2010 terhadap penyelesaian perjanjian OPA yang membutuhkan persiapan  
pemilihan umum. Menurut laporan PBB, identifikasi warga negara dan proses 
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 pendaftaran pemilih pada tahun 2009 memberikan hasil Lebih dari 6,59 juta 
orang secara hukum diidentifikasi dan 6,38 juta orang terdaftar sebagai 
pemilih, namun 2,7 juta dari jumlah ini harus memiliki surat konfirmasi 
identifikasi untuk tujuan hak memilih mereka.
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Identifikasi penduduk adalah prasyarat pemilihan dan dilakukan 
bersamaan dengan pendaftaran pemilih. Kurangnya surat identifikasi untuk 
jutaan penduduk Pantai Gading dan penduduk asing di Pantai Gading 
merupakan kunci masalah yang mendasari konflik dan kebuntuan politik yang 
terjadi pada tahun selanjutnya. Hal ini juga termasuk kurangnya bukti 
identitas nasional karena faktor-faktor diskriminasi sejarah, kurangnya 
kapasitas administrasi, kurangnya akses penduduk kelahiran lokal namun 
keturunan dari luar (imigran generasi kedua) untuk identifikasi hak dan 
proses hukum, dan administrasi yang buruk dari registrasi warga sipil selama 
dan setelah konflik. Orang yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam 
daftar pemilih adalah orang-orang yang masuk dalam daftar pemilih pada 
pemilu tahun 2000 dan warga negara lainnya yang berusia 18 tahun keatas 
yang dapat menunjukkan bukti kelahirannya.
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Akhir tahun 2010 tepatnya pada tanggal 28 November Pantai Gading 
mengadakan pemilihan umum kepresidenan putaran kedua untuk memilih 
antara Laurent Gbagbo (presiden yang sedang menjabat) dan Alassane 
Ouattara, keduanya merupakan kandidat utama yang telah memenangkan 
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 suara terbanyak dalam pemilu putaran pertama pada tanggal 31 Oktober 
2010. Komisi Pemilihan Independen Pantai Gading mengumumkan hasil 
pemilu bahwa Ouattara mengumpulkan suara sebanyak 54,1% dan Gbagbo 
mengumpulkan 45,9% suara.
59
 Hasil ini didukung oleh pihak-pihak 
internasional sebagai hasil yang akurat dan meminta kepada Gbagbo untuk 
berbesar hati menerima kekalahan. Namun, Gbagbo tidak mau mengakui 
kekalahannya dan menuding Ouattara melakukan kecurangan. Gbagbo 
kemudian mengajukan banding kepada Dewan Konstitusi Pantai Gading. 
Gbagbo dan sekutunya berhasil memprovokasi Dewan Konstitusi yang 
kemudian membatalkan hasil yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan 
Independen. Dewan Konstitusi kemudian menyatakan Gbagbo sebagai 
presiden terpilih setelah membatalkan sejumlah hasil suara dari wilayah utara 
Pantai Gading yang merupakan basis pemilihan Ouattara. Hasil suara yang 




Gbagbo dan Dewan Konstitusi Pantai Gading menolak mengakui hasil 
pemilu dari Komisi Pemilihan Independen, sementara keputusan Gbagbo dan 
Dewan Konstitusi sendiri juga ditentang oleh pihak-pihak internasional, 
terutama Perwakilan Khusus PBB yang berada di Pantai Gading. Pihak-pihak 
ini mendesak Gbagbo untuk mundur dari jabatannya. Keputusan Dewan 
Konstitusi dalam pandangan pihak internasional dan masyarakat Pantai 
Gading dianggap sebagai keputusan yang termotivasi dari bias partisan. 
                                                 
59
 Nicolas Cook, op.cit, Hal. 2. 
60
 Ibid. 
 Keputusan Dewan didahului oleh hal yang tampaknya merupakan upaya 
kordinasi yang dilakukan oleh pendukung Gbagbo untuk mendiskreditkan 
hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Independen, 
menciptakan alasan untuk Dewan Konstitusi agar meninjau ulang dan 
menolak keputusan Komisi Pemilihan Independen. Keputusan Dewan 
Konstitusi ini juga sangat skeptis karena berdasarkan pada hasil dari 
pembatalan 597.010 suara pemilih, jumlah yang setara dengan 10,4% dari 
seluruh pemilih yang terdaftar atau sebesar 13% dari seluruh suara yang 
diberikan selama pemilihan. Selain itu, semua distrik yang dibatalkan 
suaranya merupakan yang berada di wilayah utara Pantai Gading yang 
merupakan basis pemilihan Ouattara.
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Special Representative of the U.N Secretary-General (SRSG) Choi 
Young-Jin, mengesahkan hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi 
Pemilihan Independen dan membentuk suatu desakan internasional kepada 
Gbagbo dan para pendukungnya untuk mundur dan menghindari ketegangan 
politik serta kekerasan. Sementara Gbagbo justru menegaskan kepada 
pendukungnya bahwa pihak internasional memaksanya untuk menyerahkan 
dan mengakui kepresidenan yang melanggar kedaulatan nasional dan hukum 
konstitusional Pantai Gading, meskipun sejak 2007 pemerintahannya telah 
menandatangi persetujuan mandat sertifikasi hasil pemilihan umum di 
negaranya oleh PBB, dalam arti bahwa dia telah setuju untuk melibatkan PBB 
dalam tata kenegaraan Pantai Gading. Gbagbo menuduh UNOCI telah 
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 berkolaborasi dengan kelompok pemberontak New Forces (dalam bahasa 
resmi pantai Gading disebut Forces Nouvelles) dan secara resmi pada tanggal 
18 Desember 2010 meminta UNOCI dan pasukan penjaga perdamaian 
internasional lainnya untuk meninggalkan wilayah Pantai Gading, sementara 
di saat yang bersamaan Ouattara meminta bantuan kepada UNOCI untuk 
menangani situasi di Pantai Gading. PBB menolak permintaan Gbagbo dan 
meresponnya dengan memperpanjang mandat UNOCI serta meningkatkan 
kapasitasnya untuk mengatasi situasi di pantai Gading. Permintaan Gabgbo 
dianggap tidak relevan dan tidak efektif karena PBB bersama dengan 
organisasi-organisasi regional Afrika dan negara-negara lainnya tidak 
mengakui Gbagbo sebagai Presiden Pantai Gading. 
Pemerintahan Gbagbo dan para pendukungannya menggunakan segala 
upaya tanpa kompromi untuk mengambil peluang apa saja yang dapat 
mengikatkan Gbagbo secara hukum sebagai Presiden. Upaya ini mencakup 
memastikan dukungan diantara para pegawai negeri sipil dan militer dengan 
mengambil kebijakan “kontrol penerimaan gaji”, dengan kata lain sebagai 
ancaman bahwa yang tidak mendukungnya tidak akan diberikan gaji. 
Bersamaan dengan itu pemerintahan Gbagbo tetap menolak kehadiran 
UNOCI, melakukan serangan terhadap pihak oposisi dan melakukan 
kampanye publik internasional untuk mempromosikan kasus Gbagbo. Upaya 
kampanye ini dilakukan dengan media yang sudah berada dibawah kontrol 
pendukung Gbagbo dan juga situs resmi pemerintahan Pantai Gading. 
 Gbagbo juga mengejar sejumlah tindakan alternatif untuk memastikan 
posisinya tetap sebagai pemimpin negara jika dia harus menyerahkan jabatan 
kepresidenannya. Gabgbo menyatakan bahwa dia bersedia untuk berunding 
dengan Ouattara untuk mencari solusi dari krisis yang terjadi, namun Gbagbo 
menginginkan adanya persetujuan pembagian kekuasaan seperti penyusunan 
Pemerintahan Persatuan Nasional atau Government of National Unity (GNU), 
meskipun secara sadar Gbagbo mengetahui bahwa ECOWAS, Uni Afrika, 
dan PBB tidak akan menyetujui solusi yang demikian. Ouattara tampak tetap 
menolak usulan Gbagbo tersebut, sampai pada 10 Januari 2011, Ouattara 
menyatakan akan bersedia membentuk pemerintahan yang akan mencakup 
keanggotaan dari anggota partai yang dipimpin oleh Gbagbo, jika Gbagbo 
bersedia mundur dan mengakui Ouattara sebagai presiden terpilih.
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Dalam menanggapi penolakan Gbagbo untuk menyerahkan kursi 
kepresidenan kepada saingannya, komunitas internasional mengupayakan 
berbagai upaya diplomasi yang bertujuan untuk mendesak Gbagbo mematuhi 
hasil pemilu. Hal ini termasuk isolasi diplomatik dan tidak mengakui 
pemerintahan Gbagbo, sanksi perjalanan dan finansial pribadi terhadap 
anggota rezim Gbagbo, penyempitan kredit dan akses keuangan negara, dan 
ancaman tindakan militer untuk menegakkan hasil pemilu. Pada tanggal 7 
Desember 2010, badan regional ECOWAS mendukung hasil pemilu dari 
Komisi Pemilihan Independen sebagaimana yang telah disertifikasi oleh 
SRSG Choi, mengakui Ouattara sebagai presiden terpilih Pantai Gading dan 
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 meminta Gbagbo untuk mematuhi hasil pemilu tersebut. Dewan Keamanan 
PBB mendukung hal tersebut segera setelah mendengar laporan SRSG Choi. 
Tanggal 9 Desember 2010, Uni Afrika mendukung hal yang sama. 
Pernyataan oleh juru bicara U.N. Peacekeeping Operations Department 
menyangkal status Gbagbo sebagai presiden, mengikuti hal tersebut pada 
tanggal 23 Desember 2010 secara resmi 192 negara anggota PBB mengakui 
Ouattara sebagai presiden resmi Pantai Gading. Melalui voting konsesus, 
Majelis Umum PBB menerima hasil pemilu Ouattara dengan secara resmi 
mengakui tim diplomat dikirim oleh Ouattara sebagai wakil resmi negaranya 
di PBB. 
Uni Afrika dan ECOWAS telah beberapa kali mengadakan pertemuan 
tingkat tinggi untuk mengatasi krisis, mereka juga mendukung delegasi 
diplomatik yang bertugas untuk mengurangi ketegangan politik dan 
meyakinkan Gbagbo untuk menghormati hasil pemilu serta menyerahkan 
kursi kepresidenan kepada Ouattara. Pada tanggal 4 Desember 2010, hari 
yang sama dimana Gbagbo dan Ouattara masing-masing meresmikan diri 
sebagai presiden, ketua Komisi Uni Afrika, Jean Ping meminta mantan 
Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki melakukan perjalanan ke Abidjan 
untuk memediasi hasil damai terhadap sengketa antara kedua pihak. Mbeki 
yang merupakan pelopor dibalik penandatanganan Perjanjian Pretoria 2005 
(perjanjian damai yang mendahului perjanjian OPA 2007), melakukan 
perjalanan ke Pantai Gading pada hari berikutnya dan diizinkan untuk 
mendarat meskipun akses masuk ke negara itu telah ditutup karena kekerasan 
 pasca-pemilu. Dia bertemu dengan SRSG Choi, dan kedua kandidat presiden 
secara terpisah. Namun hal ini gagal mengubah pendirian dari kedua pihak, 
dia pun meninggalkan negara itu setelah meminta jalan demokrasi dan 
perdamaian terhadap semua pihak.
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Delegasi kedua yang dikirim oleh Uni Afrika adalah Perdana Menteri 
Kenya Raila Odinga. Odinga ditunjuk oleh Komisi Uni Afrika pada 27 
Desember 2010 untuk memantau dan membantu merundingkan diakhirinya 
krisis, segera setelah upaya oleh Mbeki tidak membuahkan hasil. Odinga 
melakukan perjalanan lagi ke Abidjan pada 17 Januari 2011 untuk upaya 
konsultasi yang ia gambarkan bertujuan untuk perundingan negosiasi antara 
dua rival pemilu, yang mana kemungkinan besar akan ditolak oleh Ouattara 
kecuali bila Gbagbo setuju untuk menyerahkan kekuasaannya. Kunjungan ini 




Upaya untuk mengakhiri krisis dan memaksa Gbagbo untuk mundur 
dari pemerintahan tidak hanya dilakukan melaui upaya diplomasi bilateral 
dan multilateral, tetapi juga dengan menjatuhkan beberapa sanksi kepada 
Gbagbo dan pendukungnya. Pada tanggal 15 Oktober 2010, Dewan 
Keamanan PBB memperbarui peraturan embargo senjata di Pantai Gading, 
membekukan aset keuangan dan membatasi akses perjalanan, dan larangan 
atas impor berlian kasar dari Pantai Gading. Tanggal 29 oktober 2010, Uni 
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 Eropa melakukan hal yang sama. Kemudian pada 22 Desember 2010, Dewan 
Uni Eropa memberlakukan larangan visa kepada Gbagbo dan 18 orang 
lainnya.
65
 Pada tanggal 31 Desember 2010, Uni Eropa memperpanjang  
larangan visa tersebut pada 59 orang yang dianggap sebagai penghambat 
proses perdamaian dan menggangu hasil pemilu. Tanggal 14 Januari 2011, 
Dewan Uni Eropa mengandemen keputusannya dengan memberlakukan 
larangan visa pada 85 individu, melakukan pembekuan aset terhadap 85 orang 
yang menolak untuk menempatkan diri di bawah otoritas presiden yang 
terpilih secara demokratis serta 11 entitas yang mendukung administrasi 
ilegal Laurent Gbagbo. Entitas ini dilaporkan termasuk dua pelabuhan utama 
Pantai Gading yang memainkan peran kunci dalam ekspor kakao (sumber 
utama pendapatan bagi pemerintah Gbagbo), dan mengatur pencegahan 




Sementara itu, beberapa lembaga keuangan multilateral secara terang-
terangan menyatakan dukungannya terhadap Presiden Ouattara, yang 
kemudian mengambil langkah-langkah untuk menghentikan aliran kredit dan 
bantuan resmi kepada pemerintahan Gbagbo, hal ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menghentikan loyatitas layanan sipil dan militer kepada Gbagbo, 
dengan menciptakan ketidakmampuan Gbagbo untuk membayar gaji mereka. 
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 Dimulai pada tanggal 6 desember 2010, African Development Bank (AfDB) 
dan Bank Dunia berhenti melakukan menyalurkan pinjaman dana dan 
menutup kantornya di Pantai Gading. Mereka juga menyatakan mendukung 
segala upaya ECOWAS dan Uni Afrika dalam memaksa Gbagbo untuk 
mengakui kekalahan hasil pemilu. Hal ini juga didukung oleh West African 
Economic and Monetary Union (UEMOA) dan Central Bank of West African 
States (BCEAO). Sementara IMF tidak mengeluarkan pernyataan apapun 
mengenai isu politik Pantai Gading dan tidak menyiratkan sikap memihak 
diantara kedua pihak yang bersengketa.
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Amerika Serikat sendiri telah memberikan beberapa sanksi terhadap 
Pantai Gading dalam rangka mendukung upaya penurunan Gbagbo dari 
kepresidenan. Sejak konflik pasca pemilu 2010, Amerika Serikat telah 
menjatuhkan larangan visa terhadap Gbagbo dan anggota-anggota rezimnya. 
Amerika Serikat juga memberikan sanksi finansial dengan membekukan 
beberapa aset milik Gbagbo dan keluarganya.
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C. Konflik Pasca Pemilu 2010 di Pantai Gading 
Hasil pemilu yang diperebutkan telah meningkatkan ketegangan politik 
dan memicu kekerasan politik, termasuk dengan banyaknya korban 
pembunuhan yang dimulai pasca perebutan kekuasaan, hal ini menempatkan 
Gbagbo dan pasukannya untuk bertentangan dengan pasukan penjaga 
perdamaian, Dewan Keamanan PBB, organisasi regional, dan beberapa 
negara yang terlibat untuk membantu proses perdamaian di Pantai Gading. 
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 Tidak lama setelah pengumuman hasil pemilu pada tanggal 2 Desember 2010, 
pasukan keamanan yang setia kepada Gbagbo serta kelompok dan milisi yang 
terkait dengan partai politiknya, melakukan serangan kekerasan terhadap 
masyarakat yang diyakini sebagai pendukung Presiden Ouattara di beberapa 
wilayah di Abidjan. 
Menghilangnya beberapa pasukan pendukung Ouattara secara 
misterius, pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan, dan tindak 
kekerasan yang kerap dilakukan pada setiap demonstran yang menuntut 
kemunduran Gbagbo, menjadi hal yang terjadi hampir setiap hari sejak 
Desember 2010. Media-media yang dikontrol oleh pemerintahan Gbagbo 
secara rutin menanamkan xenophobia dengan menghasut kebencian kepada 
penduduk bagian utara Pantai Gading. Para pendukung Gbagbo bahkan 
mendirikan palang jalanan di sekitar wilayah Abidjan dan tanpa segan 
membunuh para pendukung Ouattara jika terjadi momen ketegangan. 
Di daerah lain, ribuan pendukung Presiden Ouattara melakukan 
perjalanan dari beberapa kota di bagian utara menuju Abidjan, namun mereka 
dihentikan di Tiébissou, di mana pasukan Gbagbo menyebarkan peralatan 
perang, menggunakan gas air mata dan peluru tajam untuk membubarkan 
massa. Di Yamoussoukro, pasukan Gbagbo juga menggunakan kekuatan 
yang berlebihan untuk membubarkan demonstrasi damai oleh sekitar seribu 
orang pendukung Presiden Ouattara, yang menewaskan 20 orang dan ratusan 
korban luka. Hal ini mengakibatkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 
 peringatan keras terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas situasi 
kekerasan di Pantai Gading. 
Kekerasan terus meningkat sepanjang bulan Januari 2011 dimana 
pasukan Gbagbo terus menggunakan kekuatan yang tidak proporsional 
terhadap pendukung Presiden Ouattara. Pada tanggal 4 Januari, pasukan 
Gbagbo menggerebek markas besar Partai Demokratis Pantai Gading (Parti 
démocratique de Côte d’Ivoire) yang mengakibatkan satu orang tewas, 
beberapa orang cedera dan 136 orang ditangkap. Pada tanggal 11 Januari 
2011, pasukan Gbagbo melakukan penggerebekan di wilayah Abobo di 
Abidjan yang menewaskan sedikitnya tiga warga sipil. Pada tanggal 18 
hingga 20 Januari, pasukan Gbagbo membubarkan demonstrasi pro-Ouattara 
di Adjamé, Koumassi, Attécoubé, Gagnoa, Divo dan Daoukro dengan 
kekerasan yang sama dan juga menewaskan beberapa warga. Sebagai balasan, 
di Daoukro, demonstran pro-Ouattara membakar beberapa tempat tinggal 
milik pasukan Gbagbo. 
Selama Februari, para pendukung Ouattara dilaporkan lebih terorganisir 
dengan diperkuat oleh pasukan Forces Nouvelles (New Forces) dan beberapa 
elemen dan individu yang membelot dari pasukan Gbagbo. Menurut media 
yang pro-Gbagbo, ada sebuah pasukan anti-Gbagbo yang menyebut dirinya 
"Komando Tak Terlihat" yang menyerang pasukan Gbagbo pada tanggal 22 
dan 23 Februari 2011 dan menewaskan beberapa pasukannya. Sebagai 
responnya, maka pasukan Gbagbo semakin meningkatkan penggunaan 
kekuatan di Abobo dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan senjata 
 berat, serta mengklaim bahwa “Komando Tak Terlihat” adalah pasukan yang 
loyal terhadap Ouattara. Baik pemerintahan Ouattara dan elemen kelompok 
“Komando Tak Terlihat” membantah memiliki hubungan di antara mereka. 
kelompok ini menyatakan bahwa pemimpin mereka adalah Ibrahima 
Coulibaly, seorang mantan sersan yang dilaporkan terlibat dalam kudeta 
tahun 1999 dan upaya kudeta tahun 2002. 
Sementara itu, pasukan Gbagbo dilaporkan diperkuat oleh tentara 
bayaran asing. Gbagbo telah mempekerjakan tentara bayaran yang 
diperkirakan berjumlah 4.500 tentara dengan menggunakan beberapa akun 
dari orang-orang yang setia kepada Gbagbo yang lolos dari sanksi pembekuan 
aset oleh pihak internasional. Sebagian besar dari mereka dikerahkan di 
Abidjan, San-Pedro dan Yamoussoukro dan sepanjang wilayah Danané, 
Douékoué, Daloa dan Tiébissou.  
Situasi kekerasan meningkat pada bulan Maret ketika pasukan 
keamanan yang setia kepada Gbagbo menggunakan senjata berat untuk 
membubarkan unjuk rasa. Pada tanggal 3 Maret 2011 di Abobo, mereka 
menggunakan senjata mesin berat terhadap sekelompok wanita yang 
melakukan demonstrasi damai untuk mendukung Presiden Ouattara, kejadian 
ini menewaskan tujuh orang dan banyak korban luka. Hal ini mengakibatkan 
terjadinya bentrok pada tanggal 8 Maret antara pasukan keamanan Gbagbo 
dan pasukan bersenjata Ouattara yang menyerang karena kemarahan atas 
serangan terhadap demonstrasi damai yang dilakukan sekelompok wanita 
pada tanggal 3 maret 2011. 
 Menurut UNOCI situasi keamanan di Pantai Gading “sangat tegang dan 
tidak terduga”.69 Dilaporkan bahwa telah terjadi bentrokan bersenjata di  
antara pihak-pihak yang bertikai yang mana melibatkan sebagian besar 
pasukan militer dan polisi nasional di pihak Gbagbo, dan kelompok 
pemberontak dari wilayah utara, New Forces, di pihak Ouattara. Diberitakan 
bahwa serentetan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya 
dilakukan oleh pasukan keamanan negara dalam operasinya untuk menekan 
demonstrasi publik para pendukung Ouattara.
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PBB melaporkan bahwa telah terjadi 173 eksekusi kematian di luar 
pengadilan hukum yang terjadi sejak tanggal 16 hingga 21 desember 2010. 
PBB juga melaporkan 90 kasus penyiksaan dan perlakuan buruk, 471 kasus 
penangkapan dan penahanan dan 24 kasus penculikan dalam periode yang 
sama. Sebuah tambahan 31 kasus kematian akibat kekerasan terjadi antara 
periode 21 Desember 2010 sampai 6 Januari 2011, walaupun tidak 
diberitakan secara jelas keseluruhan kasus kematian ini berhubungan dengan 
krisis pasca pemilu atau tidak. Pada tanggal 11 Januari, dua warga sipil dan 
tiga polisi dilaporkan tewas dalam serangan terhadap lingkungan pro-
Ouattara di kawasan Abobo di Abidjan, dan pada tanggal 14 Januari 2011 
PBB melaporkan jumlah total korban kekerasan dalam krisis pasca pemilu 
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 adalah 247 jiwa.
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 Sementara jumlah korban jiwa dan pelanggaran yang 
sesungguhnya mungkin lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan oleh 
PBB, dimana jumlah pembunuhan, penangkapan dan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang terjadi sebelum dan setelah periode tersebut belum 
dimasukkan. 
Pada tanggal 30 Maret 2011, PBB kembali melaporkan bahwa  
kekerasan akibat krisis telah menyebabkan penurunan secara drastis terhadap 
penghargaan kemanusiaan di sebagian besar wilayah negara khususnya di 
wilayah Abidjan dimana tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM sangat 
tinggi. Sejak pertengahan Desember 2010 dilaporkan telah terjadi 434 kasus 
pembunuhan, sekurang-kurangnya 520 kasus penangkapan dan penahanan 
yang melibatkan kekerasan, dan sekurang-kurangnya 72 kasus penculikan.
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Meskipun pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua pihak, namun sebagian 
besar kasus pembunuhan dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh 
Gbagbo. Sementara laporan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan New 
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 BAB IV 
PERANAN UNOCI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PASCA 
PEMILU 2010 DI PANTAI GADING 
 
A. Peran UNOCI Dalam Penanggulangan Konflik Pasca Pemilu 2010 di 
Pantai Gading. 
UNOCI didirikan oleh PBB pada tanggal 4 April 2004 sebagai pasukan 
penjaga perdamaian yang beroperasi di Pantai Gading. Dalam mandatnya 
UNOCI bertugas untuk menjaga situasi damai di Pantai Gading pasca perang 
saudara yang terjadi pada tahun 2002.
73
 UNOCI didirikan untuk mengawasi 
implementasi dari perjanjian damai tahun 2003 antara kedua kubu yang 
bertikai (pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak dari utara) di Pantai 
Gading. Dalam kerangka organisasi internasional, UNOCI merupakan badan 
dari PBB yang memiliki Special Representative of the U.N Secretary-General 
(SRSG) sebagai pemimpin UNOCI dalam menjalankan operasinya. 
Seperti yang telah dijelaskan pada konsep organisasi internasional, 
dimana ketika suatu negara memiliki keterbatasan dalam melaksanakan 
kewajibannya maka saat itulah peranan organisasi internasional dibutuhkan 
untuk pencapaian kepentingan nasional negara tersebut. Dalam kasus Pantai 
Gading disini, negara tidak dapat lagi melakukan kewajiban untuk menjaga 
keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya karena 
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 konflik yang terjadi telah memakan terlalu banyak korban jiwa dan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi bertubi-tubi. Masalah HAM dan 
keamanan merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian internasional. 
Oleh karena itu tidak mengherankan ketika PBB akhirnya turun tangan dalam 
mengatasi situasi di Pantai Gading, adapun ECOWAS dan Uni Afrika sebagai 
organisasi regional di kawasan tersebut sudah tidak mampu meredam situasi 
yang ada. PBB masuk ke Pantai Gading tentunya melalui tahap persetujuan 
dari negara tersebut untuk melibatkan PBB dalam tata kenegaraannya. Setiap 
tahunnya, mandat UNOCI diperpanjang untuk tetap beroperasi di Pantai 
Gading demi lancarnya implementasi perjanjian damai dan demi terciptanya 
situasi yang kondusif di Pantai Gading. 
UNOCI didirikan pada tahun 2004 menggantikan MINUCI dan 
ECOMICI yang telah didirikan sebelumnya. UNOCI sudah berada selama 
enam tahun di Pantai Gading sebelum konflik pasca pemilu 2010 terjadi. 
Konflik ini melahirkan situasi yang tidak terkendali dan situasi keamanan 
yang sangat tidak stabil, oleh karena itu, maka tugas yang diemban oleh 
UNOCI juga meningkat dan disesuaikan dengan situasi keamanan yang ada, 
karena pada dasarnya UNOCI memiliki tugas untuk mejaga situasi keamanan 
di Pantai Gading. 
Pada awal pembentukannya UNOCI berdiri sebagai pasukan penjaga 
perdamaian yang mengawasi buffer zone di perbatasan antara wilayah utara 
dan selatan Pantai Gading. Hal ini sesuai dengan mandat pertama dari 
pembentukan UNOCI yaitu mengawasi pelaksanaan perjanjian damai yang 
 telah ditandantangani oleh pihak-pihak Pantai Gading yang terlibat konflik 
pada tahun 2002. UNOCI telah menjalankan mandat-mandatnya sampai pada 
enam tahun keberadaannya di Pantai Gading, tingkat keberhasilan mandat 
tersebut dicapai secara maksimal dan dibuktikan dengan terjaganya situasi 
dan perdamaian yang telah disepakati. Sampai pada akhir tahun 2010, 
perdamaian yang telah dijaga oleh UNOCI dan pihak-pihak Pantai Gading 
berakhir dengan krisis dan kekerasan pasca pemilu putaran kedua yang 
membawa perebutan kekuasaan antara Laurent Gbagbo dan Alassane 
Ouattara. Ouattara keluar sebagai pemenang, namun Gbagbo tidak mau 
mengakui dan menyerahkan kekuasaannya, Gbagbo juga mengubah hasil 
pemilu dengan meminta Dewan Konstitusi untuk membatalkan beberapa 
suara milik Ouattara dan menuding Ouattara melakukan kecurangan. Krisis 
yang terjadi menuntut peranan yang lebih jauh dari UNOCI. UNOCI tidak 
lagi hanya sebagai penjaga wilayah perbatasan antara utara dan selatan di 
Pantai Gading, namun UNOCI dituntut untuk menyelesaikan konflik dan 
meredam situasi kekerasan yang terjadi. 
Tidak lama setelah pengumuman hasil pemilu pada tanggal 2 Desember 
2010, pasukan keamanan yang setia kepada Gbagbo serta kelompok dan 
milisi yang terkait dengan partai politiknya, melakukan serangan kekerasan 
terhadap masyarakat yang diyakini sebagai pendukung Presiden Ouattara di 
beberapa wilayah Abidjan. Pasukan Gbagbo juga mulai mendirikan 
penghalang jalan dan menyebarkan senjata berat di sekitar Hotel Golf tempat 
Presiden Ouattara, Presiden Komisi Pemilihan Independen dan pemimpin-
 pemimpin politik pro-Ouattara (termasuk pemimpin dan anggota partai lain 
yang tidak memihak kepada Gbagbo) mengungsi sejak kekerasan mulai 
meningkat. Sebagai respon terhadap situasi keamanan yang memburuk, 
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1962 tanggal 20 desember 
2010. Dalam resolusi ini PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk 
memfasilitasi dialog politik antara pihak-pihak Pantai Gading untuk 
memastikan perdamaian di Pantai Gading dan menghormati hasil pemilihan 
Presiden yang diakui oleh ECOWAS dan Uni Afrika.
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Pasca serangan yang dilancarkan oleh pendukung Gbagbo, UNOCI 
mempertahankan kekuatan total dengan 8.650 personel, termasuk maksimum 
7.200 tentara dan staf perwira, 192 pengamat militer, dan maksimal 1.250 
personel polisi dan 8 bantuan petugas perbatasan, dengan tambahan 500 unit 
dari personel yang telah ada sebelum konflik dimulai.
 75
 Operasi UNOCI 
difokuskan untuk terus mendukung proses perdamaian Pantai Gading. 
Operasi UNOCI telah disesuaikan kapasitasnya dan UNOCI bertugas untuk 
meningkatkan patroli di sekitar wilayah di mana warga sipil mendapat 
ancaman. Sebagai strateginya UNOCI merancang mekanisme patroli 
campuran, yang meliputi pembentukan tentara dan personil satuan polisi 
dengan kemampuan pengendalian massa. 
Setelah perpanjangan mandat oleh Dewan Keamanan PBB, tugas-tugas 
pada mandat sebelumnya tetap dilaksanakan oleh UNOCI, namun 
ditambahkan dengan tugas-tugas baru sebagaimana intensitas konflik telah 
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 meningkat. Hal yang paling utama dari tugas UNOCI di Abidjan adalah 
menjaga keamanan Presiden Ouattara sebagai presiden terpilih yang diakui 
dan diratifikasi oleh PBB. UNOCI yang dalam koordinasi dengan pemerintah 
Pantai Gading, berperan untuk memberikan jaminan keamanan bagi 
pemerintah dan pemangku kepentingan politik yang diakui oleh PBB, yaitu 
Alessane Ouattara. Personil UNOCI berjaga di sekitar Hotel Golf, tempat 
dimana Ouattara tinggal untuk sementara dan membentuk kabinet 
pemerintahannya sampai situasi di Pantai Gading kembali kondusif. Untuk 
wilayah-wilayah Pantai Gading secara keseluruhan UNOCI memprioritaskan 
perlindungan terhadap warga sipil dari segala bentuk ancaman dan kekerasan 
yang dilakukan oleh kelompok pendukung Gbagbo. 
Dalam resolusi konflik terdapat metode pemyelesaian dengan 
menggunakan pendakatan persuasif. Dalam hal ini, pendekatan persuasif 
digunakan oleh Uni Afrika dan ECOWAS sebagai organisasi regional di 
kawasan tersebut. Pelaksanaan mediasi dan upaya diplomasi oleh Uni Afrika 
dan ECOWAS ini di fasilitasi oleh UNOCI. Setelah semua upaya perdamaian 
melalui pendekatan diplomasi dan mediasi yang dilakukan oleh Uni Afrika 
dan ECOWAS gagal, PBB tidak memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan 
konflik selain dengan menggunakan pendekatan koersif yang bertujuan untuk 
menekan intensitas konflik yang terjadi. 
Dalam konsep organisasi internasional telah disebutkan bahwa 
organisasi internasional memiliki kekebalan dan hak-hak tertentu dalam 
menjalankan fungsinya. Dewan Keamanan PBB dilengkapi dengan kekuatan 
 dan hak-hak tertentu untuk melaksanakan putusannya dalam resolusi konflik. 
Kekuatan ini akan ditunjukkan pada saat Dewan Keamanan menganggap 
telah terjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap 
perdamaian, atau tindakan agresi. Jika situasi telah berkembang hingga tahap 
tertentu, maka Dewan Keamanan dapat memerintahkan negara anggotanya 
untuk menerima “tindakan sementara” seperti gencatan senjata. Dewan 
Keamanan juga dapat memutuskan tindakan non-kekerasan yang biasanya 
dilakukan dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya hubungan ekonomi, 
yaitu boikot dan embargo. Jika tindakan seperti ini belum memadai untuk 
menghentikan agresi, maka Dewan Keamanan berhak melakukan tindakan 
koersif. 
Pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi yang tidak dapat 
diredam melalui jalur mediasi dan diplomasi ini juga tidak berhasil ditekan 
melalui embargo dan sanksi-sanksi lainnya yang dijatuhkan oleh Dewan 
Keamanan PBB terhadap Pantai Gading. Oleh itu maka dalam penyelesaian 
konflik di Pantai Gading ini PBB memutuskan UNOCI untuk menerapkan 
jalur pendakatan koersif. Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan 
intensitas konflik yang terjadi dan juga untuk menekan pergerakan dari 
kelompok pendukung Gbagbo yang melakukan tindak kekerasan terhadap 
penduduk sipil. Dalam resolusi 1967, PBB menegaskan otoritas dan 
dukungan penuh yang diberikan kepada Wakil Khusus Sekretaris Jenderal 
(SRSG) yang merupakan kepala operasi UNOCI untuk menggunakan segala 
cara yang diperlukan dalam melaksanakan mandat UNOCI, terutama dalam 
 melindungi warga sipil.
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 Dengan demikian maka dalam meresolusi konflik, 
peran yang dilakukan oleh UNOCI tidak lagi dalam tingkatan memfasilitasi 
jalur negosiasi dan diplomasi sebagai upaya perdamaian, melainkan dengan 
menekan intensitas konflik dan berupaya semaksimal mungkin untuk 
melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan. Hal ini dianggap sebagai 
mekanisme yang paling tepat setelah segala pendekatan persuasif yang 
dilakukan oleh ECOWAS dan Uni Afrika gagal mencapai perdamaian.  
Di samping berperan untuk menekan konflik, UNOCI menjalankan 
peran dalam memfasilitasi bantuan-bantuan kemanusiaan kepada warga sipil 
Pantai Gading. UNOCI telah membentuk suatu badan pemantauan terpadu 
untuk investigasi pemantauan Hak Asasi Manusia dan membuka layanan call 
center 24 jam untuk menerima informasi tentang dugaan pelanggaran maupun 
pengaduan atas kejahatan HAM. Sejak didirikan pada tanggal 15 Desember 
hingga akhir maret 2011, call center tersebut telah menerima lebih dari 9.000 
panggilan, yang jika dirata-ratakan, 100 panggilan diterima setiap harinya. 
UNOCI juga memfasilitasi akses-akses bantuan kemanusiaan untuk para 
korban dan telah memberikan perawatan medis gratis untuk 1.228 pasien dan 
telah mendistribusikan 22.100 liter air minum kepada penduduk sipil.
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Selama periode konflik, UNOCI terus melaksanakan fokus tugasnya 
untuk menjamin perlindungan warga sipil, terutama perempuan, anak-anak 
dan pengungsi. Hal ini ditingkatkan dalam rangka merespon tindakan yang 
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 dilakukan oleh pasukan Gbagbo yang terus melakukan kekerasan dan 
pelecehan seksual terhadap perempuan di wilayah abidjan dan beberapa 
wilayah lainnya. Saksi mengatakan pasukan Gbagbo melakukan serangan 
dengan menggunakan batu dan kayu, dan melakukan pelecehan seksual di 
depan keluarga mereka. Para saksi juga melihat para anggota keluarga atau 
tetangga mereka diseret dari rumah-rumah, mesjid-mesjid, restoran-restoran 
atau jalanan ke kendaraan milisi yang sedang menunggu.
78
 Jumlah penculikan 
dan jumlah korban tewas yang semakin meningkat menuntut peranan UNOCI 
untuk lebih mengerahkan segala kapasitasnya dalam melindungi warga sipil. 
Tingkat kekerasan yang dijelaskan di atas disiasati oleh UNOCI dengan 
mereposisi unit polisi militer dari seluruh wilayah negara untuk secara khusus 
memperkuat penyebaran di wilayah Abidjan. Satu batalyon dari Korhogo dan 
Ferkéssédougou di utara serta Bouake dan Man, 265 personil satuan polisi 
terbentuk dari Bouake, Yamoussoukro, Daloa dan Guiglo, semua pasukan ini 
ditugaskan ke Abidjan. Cadangan kekuatan yang sebelumnya ditempatkan di 
Yamoussoukro, kini bekerja secara penuh untuk berjaga di Hotel Golf.
79
 Hal 
ini dilakukan sebagai strategi penguatan personil UNOCI di wilayah-wilayah 
konflik. Seperti sebagaimana dilaporkan bahwa wilayah-wilayah yang dijaga 
oleh pasukan UNOCI memiliki tingkat kekerasan yang signifikan lebih 
rendah dibanding wilayah-wilayah yang tidak dijaga oleh UNOCI. 
Peningkatan kekuatan personil ini dimaksudkan agar UNOCI dapat 
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 memperluas penyebaran pesonilnya untuk berjaga di wilayah-wilayah 
konflik. 
Dalam resolusi 1975 tahun 2011, hal yang paling utama yang 
dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah menetapkan target sanksi 
kepada beberapa individu yang dianggap melanggar resolusi tahun 2004 
mengenai pemeliharaan perdamaian di Pantai Gading. Dewan Keamanan 
PBB memutuskan untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap 
orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang bersalah (kriteria ini 
telah ditetapkan pada mandat-mandat setelah tahun 2004), termasuk orang-
orang yang menghalangi perdamaian dan rekonsiliasi di Pantai Gading, 
menghambat operasi UNOCI dan melakukan pelanggaran serius terhadap 
Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan Internasional.
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 Berikut adalah 
daftar target yang akan dikenakan sanksi berat oleh PBB menurut Resolusi 
1975, karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas 
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Former President of Côte d’Ivoire: 
obstruction of the peace and 
reconciliation process, rejection of 
the results of the presidential 
election. 








Chairperson of the Parliamentary 
Group of the Ivorian Popular Front 
(FPI): obstruction of the peace and 
reconciliation process, public 
incitement to hatred and violence. 






Secretary-General in the so-called 
“presidency” of Mr. Gbagbo: 
participation in the illegitimate 
government of Mr. Gbagbo, 
obstruction of the peace and 
reconciliation process, rejection of 
the results of the presidential 
election, participation in violent 









Chairman of the Ivorian Popular 
Front (FPI): obstruction of the peace 
and reconciliation process, 
incitement to hatred and violence. 







Close advisor to Mr. Gbagbo: 
participation in the illegitimate 
government of Mr. Gbagbo, 
obstruction of the peace and 
reconciliation process, public 
incitement 
to hatred and violence. 
 
Sumber: Resolusi 1975 Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 
2011. 
 
Pada tanggal 11 April 2011, Gbagbo beserta istri dan anggota 
keluarganya, dan juga staf kabinet pemerintahan yang didirikannya ditangkap 
oleh FRCI
81
 di sebuah bunker di kediaman kepresidenan. Penangkapan 
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 Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) adalah pasukan keamanan yang didirikan 
oleh Presiden Alessane Ouattara pada tanggal 17 Maret 2011 dalam masa 
pemerintahannnya yang masih bertempat di Hotel Golf. FRCI sendiri berfungsi 
sebagai pasukan keamanan yang menjaga anggota pemerintahan Ouattara dan juga 
membantu UNOCI dalam melindungi warga sipil dan menangkap Gbagbo dan 
pasukannya karena kejahatan yang telah dilakukan. 
 Gbagbo ini memakan waktu seminggu setelah FRCI, tentara bantuan Perancis 
dan pasukan UNOCI melakukan serangan dan patroli di sekitar kediaman 
kepresidenan untuk menekan Gbagbo. Gbagbo disergap oleh pasukan FRCI 
di bunker bawah tanah di dalam kediaman kepresidenan. Pada tanggal 13 
April 2011, Gbagbo dipindahkan ke lokasi di utara Pantai Gading, sementara 
istrinya dibawa ke lokasi terpisah. Sekitar 70 anggota keluarga dan staf yang 
ditangkap bersamaan dengan Gbagbo, dialokasikan pada tanggal 16 April 
2011. Beberapa di antaranya dipindahkan ke penjara Bouna, sementara yang 
lain, yang dianggap masih merupakan ancaman, dipindahkan ke Hotel 
Pergola di Abidjan, di mana pemerintah meminta UNOCI untuk membantu 
dalam memberikan penjagaan terhadap mereka. Pemerintah kemudian 
mengumumkan bahwa orang-orang ini berada dalam status tahanan rumah.
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Pada 5 Desember 2011, Gbagbo akhirnya diadili di International 
Criminal Court (ICC). Seminggu sebelumnya Gbagbo diekstradisi ke 
Belanda untuk menghadapi tuntutan atas tindakan pendukungnya yang 
melakukan pembunuhan dan pemerkosaan selama periode konflik terjadi. 




Sejak pertengahan April 2011, UNOCI memulai patroli bersama 
dengan FRCI. UNOCI membantu dalam mengumpulkan dan mendaftar 
sekitar 500 senjata, termasuk senjata berat dan 65.000 butir amunisi. Sebagian 
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 dari senjata tersebut diamanakan oleh UNOCI, sementara beberapa 
diantaranya diserahkan kepada FRCI. Sebagian besar materil yang 
dikumpulkan tampaknya telah diimpor ke Pantai Gading sebelum embargo 
senjata diberlakukan. UNOCI juga membersihkan bom-bom yang belum 
meledak di sekitar wilayah Abidjan. Sementara itu, pemimpin pasukan 
“Komando Tak Telihat” yang pada bab sebelumnya dijelaskan terlibat dalam 
konflik dan melawan pasukan Gbagbo, dinyatakan tewas dalam pertempuran 
pada saat terjadi bentrokan antara pasukannya dan FRCI pada tanggal 27 
April 2011. Banyak dari pasukannya yang bersembunyi atau melarikan diri 
setelah pemimpinnya tewas. Namun, sekitar 800 orang dari mereka telah 
ditangkap dan dilucuti senjatanya oleh UNOCI. Hanya sekitar 30 senjata yang 




PBB menyambut baik kepemimpinan Presiden Alassane Dramane 
Ouattara yang sekarang mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya 
sebagai kepala negara sesuai dengan kehendak rakyat Pantai Gading pada 
pemilihan presiden tanggal 28 November 2010 dan sebagaimana yang diakui 
oleh masyarakat internasional. Ouattara telah menjalankan pemerintahannya 
selayaknya kepala negara pada umumnya, dia membentuk kabinet dan 
menetapkan menteri-menterinya. Ouattara juga membentuk pasukan 
keamanan baru yang bernama the Forces Républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI), yang telah didirikannya pada tanggal 17 Maret 2011 ketika Ouattara 
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 masih menjalankan pemerintahannya di Hotel Golf. Pasukan ini secara 
langsung membantu UNOCI dalam menjaga keamanan dan menekan 
kekerasan yang dilakukan oleh pendukung Gbagbo.
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Dalam resolusi 1980, Dewan Keamanan PBB mengulangi kecaman 
yang tegas atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum 
Humaniter Internasional di Pantai Gading. PBB mengutuk semua kekerasan 
yang dilakukan terhadap warga sipil, termasuk wanita, anak-anak, pengungsi, 
warga negara asing, dan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia 
lainnya, khususnya penculikan, pembunuhan di luar hukum, pembunuhan dan 
kekerasan terhadap anak-anak, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan 
seksual lainnya dan menekankan bahwa para pelaku harus dibawa ke 
pengadilan dan diadili seberat-beratnya. PBB mendesak semua pasukan 
bersenjata ilegal untuk menyerahkan senjata mereka dengan segera. PBB 
mendorong UNOCI untuk terus membantu pemerintah Pantai Gading dalam 
mengumpulkan dan mengamankan senjata-senjata yang digunakan semasa 
konflik. Komisi Nasional Pantai Gading meminta bantuan UNOCI untuk 
memerangi Proliferasi dan Perdagangan Gelap senjata Kecil dan senjata 
Ringan (Proliferation and Illicit Traffic of Small Arms and Light Weapons), 




Pasca penangkapan Gbagbo dan intensitas konflik di Pantai Gading 
dapat diredam, UNOCI melakukan pengumpulan setiap perlengkapan yang 
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 terkait dengan konflik dan mengamankannya agar tidak disalahgunakan oleh 
pihak-pihak tertentu. Jumlah senjata yang ditemukan pada masyarakat sipil 
sangat tinggi, khususnya di wilayah Abidjan dan bagian barat Pantai Gading. 
Hal ini terjadi karena rezim sebelumnya mempersenjatai masyarakat 
simpatisan dengan membagikan ribuan senjata kepada milisi, pemuda dan 
kelompok lainnya demi menjaga kekuasaannya. 
UNOCI kemudian bekerja sama dengan UNMIL dalam menjaga 
perbatasan antara Pantai Gading dan Liberia dengan tujuan mencegah akses 
keluar masuk dari para kombatan dan akses transfer senjata. PBB mendorong 
pemerintah Pantai Gading untuk menyebarkan petugas perbatasan dan 
melakukan pengawasan perbatasan di seluruh wilayah negara, terutama di 
wilayah utara dan barat, dan mendorong UNOCI untuk membantu pihak 
berwenang Pantai Gading dalam pembentukan kembali kegiatan-kegiatan 
pengamanan normal dan operasi pengawasan perbatasan seperti 
sebelumnya.
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 Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi 1981 
pada tanggal 13 mei 2011, dalam resolusi ini Dewan Keamanan PBB 




Sejalan dengan situasi yang perlahan mulai stabil pasca penangkapan 
Gbagbo, pemerintah mengambil sejumlah inisiatif untuk memulihkan kondisi 
politik di Pantai gading agar kembali normal. Pada tanggal 1 Mei 2011, 
Presiden Ouattara mengumumkan pembentukan Dialogue, Truth and 
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 Reconciliation Commission, dengan mantan Perdana Menteri Charles Konan 
Banny sebagai ketuanya. Pengumuman ini dibuat setelah kunjungan oleh 
delegasi The Elders yang terdiri dari mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi 
Annan, Uskup Agung Desmond Tutu dari Afrika Selatan dan mantan 
Presiden Mary Robinson dari Irlandia, mereka juga bertemu dengan Gbagbo 
di tempat penahanannya. Pada tanggal 5 Mei 2011, Presiden Dewan 
Konstitusi mengembalikan hasil pemilu yang telah diratifikasi oleh PBB. 
Sehari setelahnya, pada tanggal 6 Mei 2011 Presiden Ouattara melakukan 
sumpah jabatan di depan Dewan Konstitusi. Upacara pelantikan Presiden 
Alessane Ouattara diadakan pada tanggal 21 mei 2011. Upacara ini dihadiri 
oleh Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan sekitar 20 Kepala Negara.
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Presiden Ouattara telah menunjuk Gubernur baru untuk Abidjan dan 
Yamoussoukro pada tanggal 28 April 2011. Pada tanggal 12 Mei 2011 
Ouattara juga mengganti pejabat senior lainnya, termasuk dua anggota Dewan 
Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Ekonomi dan Sosial. 
Pada tanggal 1 Juni 2011, Presiden Ouattara mengumumkan pemerintahan 
barunya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Soro dan terdiri dari 36 menteri. 
Pemerintahan meliputi 127 anggota dari Partai Politik Ouattara yaitu 
Rassemblement des républicains (RDR), 76 anggota dari partai Parti 
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), 3 anggota dari Forces Nouvelles dan  
sisanya diisi oleh partai-partai kecil serta independen. Sementara Partai Front 
Popular Ivorian yang sebelumnya dipimpin oleh Gbagbo menolak tawaran 
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 untuk bergabung dengan Pemerintah. Presiden Ouattara selanjutnya 
memimpin pertemuan pertama Dewan Menteri pada tanggal 8 Juni 2011
90
. 
Kegiatan komersial secara bertahap kembali dilakukan di Abidjan. 
Sampai pada akhir Juni 2011, sekitar 20 bank telah dibuka kembali dan 
pelayanan keuangan telah dipulihkan di seluruh negeri. Pada tanggal 27 April 
2011, cabang-cabang Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 
dibuka kembali di Abidjan dan ECOWAS menunjuk Gubernur bank yang 
baru pada tanggal 30 Mei 2011. Pada tanggal 13 April 2011, Presiden 
Ouattara mengumumkan dimulainya kembali produksi ekspor kakao, hal ini 
diikuti dengan pencabutan sanksi larangan ekspor kakao oleh Uni Afrika pada 
tanggal 21 April 2011 dan pencabutan sanksi oleh Uni Eropa pada 29 April 
2011. 
Pemerintah menyoroti kurangnya perlengkapan senjata untuk pasukan 
keamanan Pantai Gading pasca konflik. Dalam surat tertanggal 3 Mei 2011, 
Menteri Dalam Negeri meminta UNOCI untuk menyerahkan senjata yang 
telah dikumpulkan kepada polisi Pantai Gading. Namun, UNOCI harus 
menyetujuinya dan mengkonsultasikannya dengan Kelompok Pakar (Group 
of Experts) PBB untuk memastikan apakah senjata-senjata tersebut tidak 
melanggar embargo senjata pada masa konflik sebelum menyerahkannya 
kepada pihak pemerintah Pantai Gading. 
Resolusi 1992 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 
29 Juni 2011 yang memutuskan untuk mempertahankan jumlah 2.000 
                                                 
90
  Inter-Parliamentary Union, Cote d'Ivoire Assemblée Nationale (National Assembly), 
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2075_A.htm, diakses pada 23 Januari 2013 pukul 
15.00 WITA 
 tambahan personil yang diutus pada mandat sebelumnya untuk tetap berada di 
Pantai Gading sampai pada 31 Juli 2011.
91
 Resolusi selanjutnya dikeluarkan 
pada tanggal 27 Juli 2011 dengan memutuskan untuk memperpanjang mandat 
UNOCI untuk beroperasi di Pantai Gading hingga 31 Juli 2012. Dewan 
Keamanan PBB juga memutuskan kekuatan dasar komponen militer UNOCI 
akan tetap berada pada jumlah 9.792 personel, yang terdiri dari 9.600 tentara 
dan staf perwira, dan 192 pengamat militer, termasuk  2.400 pasukan 
tambahan yang disahkan oleh resolusi-resolusi sebelumnya.
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Dengan mandat yang berlaku hingga pertengahan tahun 2012, UNOCI 
memainkan peran lebih besar dalam membantu pemerintah nasional untuk 
menstabilkan situasi keamanan dengan fokus khusus pada wilayah Abidjan 
dan barat, termasuk daerah perbatasan. UNOCI meningkatkan patroli 
bersama dengan FRCI, polisi dan militer dalam memfasilitasi kembalinya 
tanggung jawab penegakan hukum oleh polisi dan militer, menghalangi 
kegiatan milisi, mantan kombatan, tentara bayaran dan kelompok bersenjata 
lainnya, serta tetap membantu dalam memberikan perlindungan terhadap 
warga sipil. UNOCI juga terus mengumpulkan dan mengamankan senjata, 
dan juga membantu dalam pembersihan sisa-sisa bahan peledak yang 
digunakan selama masa konflik.  
UNOCI menjalankan tugas dengan tantangan yang berat selama masa 
konflik. Hal ini disebabkan oleh tugas yang diemban oleh UNOCI untuk 
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 melindungi warga sipil dan menjaga keamanan di Pantai Gading, dipersulit 
dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Gbagbo kepada 
personil UNOCI. Pasukan Gbagbo dianggap telah menghalang-halangi 
pelaksanaan tugas UNOCI dalam melindungi warga sipil. Namun, hal ini 
tidak mengurangi peranan UNOCI selama konflik terjadi. UNOCI telah 
berperan dalam menekan tingkat kekerasan yang terjadi, memberikan 
perlindungan kepada pemerintahan Ouattara, dan juga menyalurkan bantuan 
kemanusiaan terhadap korban-korban kekerasan di Pantai Gading. Hal ini 
dibuktikan dengan berhasilnya UNOCI dalam menekan dan melucuti senjata-
senjata milik pasukan Gbagbo, bahkan beberapa di antara pasukan Gbagbo 
menyerahkan diri di kamp-kamp UNOCI. Upaya maksimal telah dilakukan 
UNOCI dalam menekan konflik yang terjadi di Pantai Gading. 
Meskipun tantangan-tantangan yang dihadapi UNOCI tidak semuanya 
dapat ditangani secara efektif, namun prestasi signifikan telah dilakukan oleh 
misi PBB ini, hal tersebut termasuk dukungan yang disediakan untuk proses 
pemilu, yang memungkinkan Pantai Gading untuk mengadakan dua putaran 
pemilihan presiden. UNOCI juga melakukan tindakan sigap dalam 
melindungi Presiden Ouattara dan pemerintahan sementara yang dibentuknya 
di Hotel Golf. Hal ini merupakan tindakan yang penting dalam memastikan 
bahwa kehendak demokratis yang diungkapkan oleh rakyat tidak digagalkan. 
Di saat bersamaan UNOCI terus menghadapi tantangan yang cukup besar 
dalam memberikan perlindungan fisik bagi warga sipil yang berada di bawah 
ancaman kekerasan, UNOCI juga melakukan investigasi dan mempersiapkan 
 catatan rinci dari semua pelanggaran HAM yang dilaporkan, kehadiran 
UNOCI berperan aktif sebagai pencegah terjadinya serangan terhadap 
penduduk sipil. Dengan sumber daya tambahan yang disetujui oleh Dewan 
Keamanan, termasuk penggandaan kekuatan, kapasitas operasi untuk 
mengatasi kendala dalam pelaksanaan mandat perlindungannya semakin 
ditingkatkan. UNOCI bahkan lebih berperan penting untuk upaya stabilitas 
keamanan Pantai Gading dan sub regional dari kawasan tersebut. Selain untuk 
mengatasi tantangan keamanan yang timbul dari krisis yang berlangsung, 
operasi UNOCI juga difokuskan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan 
kemanusiaan dan melindungi warga sipil. 
Apabila kita membandingkan peran operasi-operasi pasukan penjaga 
perdamaian PBB di Pantai Gading dengan yang dilakukan di negara-nagara 
lain khususnya negara-negara Afrika, maka kita akan menemukan benang 
merah pada setiap operasi PBB. PBB menempatkan operasi penjaga 
perdamaian pada negara-negara dengan potensi konflik yang dapat 
mengganggu stabilitas keamanan internasional dan melanggar HAM dan 
Hukum Humaniter. Untuk wilayah Afrika Barat PBB mendirikan UNMIL di 
Liberia, UNIPSIL di Sierra Leone, UNIOGBIS di Guinea-Bissau dan 
tentunya, UNOCI di Pantai Gading. Pola yang dilakukan UNOCI hampir 
sama di setiap negara tersebut dimana dalam mandat yang diberikan selalu 
tercantumkan program Disarmament, Demobilization, dan Reintegration 
(DDR Programme). Dalam setiap mandat di masing-masing negara tersebut, 
PBB juga menekankan pentingnya bagi pasukan penjaga perdamaian untuk 
 menjaga keamanan penduduk sipil, pengawasan terhadap penggunaan 
senjata-senjata ilegal, memfasilitasi bantuan-bantuan kemanusiaan, dan 
mempromosikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. PBB juga 
menerapkan program untuk mendukung proses pelaksanaan Pemilihan Umum 
yang demokratis, adil dan transparan di negara-negara tersebut. 
Hingga saat ini UNOCI masih beroperasi di wilayah Pantai Gading 
sebagai penjaga perdamaian dan membantu pemerintahan Pantai Gading 
dalam menstabilkan pemerintahan pasca krisis yang terjadi. Belum tampak 
tanda-tanda UNOCI akan mengakhiri misinya di Pantai Gading, meskipun 
situasi politik dan keamanan di Pantai Gading telah bersangsur-angsur pulih 
di bawah pemerintahan Ouattara. Hal ini dikarenakan pihak Pantai Gading 
sendiri masih membutuhkan kehadiran UNOCI dalam proses peace-building 
di negaranya yang saat ini sedang berjalan. 
B. Faktor Penghambat dan Pendukung UNOCI Dalam Menanggulangi 
Konflik Pasca Pemilu 2010 di Pantai Gading. 
Dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi warga sipil dan 
menekan intensitas konflik yang terjadi di Pantai Gading, UNOCI 
mendapatkan banyak tantangan yang menghambat pergerakannya dalam 
menanggulangi situasi yang ada. Hambatan-hambatan tersebut datang dari 
pasukan pendukung Gbagbo yang melancarkan serangkaian serangan kepada 
personil UNOCI yang sedang berpatroli maupun yang sedang mengamankan 
wilayah-wilayah pemukiman warga sipil. 
 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Gbagbo telah 
mengirimkan surat yang meminta kepada UNOCI untuk meninggalkan 
wilayah Pantai Gading, namun PBB menganggap permintaan ini tidak 
relevan karena PBB sendiri tidak mengakui Gbagbo sebagai presiden Pantai 
Gading. Di lain pihak, Presiden Ouattara justru meminta bantuan kepada 
UNOCI dalam mengatasi konflik politik yang sedang berlangsung di 
negaranya dan Dewan Keamanan PBB merespon hal ini dengan 
memperpanjang mandat UNOCI untuk tetap beroperasi di Pantai Gading. Hal 
inilah yang memicu kemarahan Gbagbo dan memerintahkan kepada 
pasukannya untuk menyerang pasukan UNOCI agar UNOCI tidak dapat 
menyelesaikan tugasnya. 
Sejak Gbagbo mengumumkan penolakan atas kehadiran UNOCI di 
Pantai Gading, Pemerintahan Gbagbo telah mengambil langkah-langkah 
berkelanjutan untuk mengganggu operasi UNOCI, termasuk dengan 
menghalangi akses UNOCI terhadap pasokan vital. Gbagbo memerintahkan 
petugas pelabuhan untuk tidak memperbolehkan UNOCI menerima pasokan 
misi melalui pelabuhan, memotong pasokan bahan bakar untuk UNOCI dan 
menghalangi personil PBB mendapatkan akses ke Hotel Golf untuk 
memberikan pasokan bagi personel militer dan polisi UNOCI yang 
ditempatkan di sana. Sebagian besar kontraktor pengangkutan pasokan misi 
seperti bahan bakar telah menarik layanan mereka kepada UNOCI, hal ini 
mereka lakukan atas ancaman dari pihak Gbagbo. Demikian pula di bandar 
udara Abidjan, petugas bandara melarang pesawat-pesawat yang mengangkut 
 kebutuhan UNOCI untuk mendarat, hal ini menghambat rotasi pasukan 
militer dan unit-unit polisi melalui Abidjan. Akses operasi UNOCI ke 
bandara di Abidjan, di mana beberapa pesawat berlokasi, telah menjadi 
semakin terbatas. Selain itu, pada tanggal 9 Maret, pemerintahan Gbagbo 
mengumumkan larangan semua penerbangan oleh UNOCI dan Operasi 
Licorne di negara ini. Hal ini dapat dilakukan Gbagbo karena beberapa pihak 
yang mendukungnya telah menguasai pelabuhan dan bandara di Abidjan.
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Selama periode konflik, pasukan keamanan Gbagbo dan pasukan 
Patriot Muda (pasukan pendukung yang dibentuk oleh Gbagbo) melancarkan 
serangkaian gangguan kepada UNOCI, termasuk menciptakan penghalang 
jalan dan memblokir akses untuk patroli, terutama untuk daerah-daerah di 
mana bentrokan terjadi antara pasukan pendukung Gbagbo dan pasukan 
pendukung Presiden Ouattara, yang mana lokasi-lokasi ini merupakan lokasi 
di mana intensitas pelanggaran HAM dilaporkan terjadi. Hal ini menjadi bukti 
bahwa Gbagbo ingin menekan peranan UNOCI dalam menanggulangi konflik 
yang terjadi dan mencegah keberhasilan UNOCI untuk melindungi warga 
sipil. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya laporan pelanggaran HAM 
pada daerah-daerah yang tidak dapat diakses oleh UNOCI karena telah 
diblokir oleh pendukung Gbagbo. 
Serangkaian gangguan dan halangan-halangan yang ditujukan kepada 
UNOCI telah berubah menjadi serangan. Serangan-serangan ini dilancarkan 
oleh pendukung Gbagbo sejak pertengahan Desember 2010. Berikut adalah 
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 kronologi terjadinya serangan-serangan kepada pasukan PBB, dan khususnya 
pasukan UNOCI: 
Tabel 4.2 Rangkaian Serangan Terhadap Personil PBB 
TANGGAL SERANGAN 
18 Desember 2010 
Pasukan Gbagbo melakukan serangan tembakan kepada 
patroli UNOCI yang memasuki markas operasi di Abidjan, 
penembakan ini juga dilakukan kepada para penjaga 
markas operasi tersebut. Sementara di wilayah lain 
Abidjan, anggota Patriot Muda melemparkan batu pada 
patroli pengamat militer UNOCI dan melukai dua personil 
UNOCI. 
10 Januari 2011 
Konvoi logistik UNOCI yang sedang dalam perjalanan ke 
Hotel Golf dikelilingi oleh kerumunan dan pasokan logistik 
dijarah di sebuah pos pemeriksaan. 
12 Januari 2011 
Pasukan pendukung Gbagbo menembaki patroli UNOCI di 
wilayah Abobo, penembakan ini melukai tiga personil 
penjaga perdamaian. 
13 Januari 2011 
Pasukan Gbagbo menyerang enam kendaraan PBB, dua 
korban terluka dalam serangan ini, dan satu unit kendaraan 
militer UNOCI dibakar. 
23 dan 24 Januari 2011 
Sekitar  300 pasukan Patriot Muda pendukung Gbagbo 
mengepung basis logistik UNOCI di Koumassi, Abidjan. 
mereka memotong pasokan air, melemparkan bom molotov 
dan mencoba untuk memasuki markas. 
28 Februari dan 1 Maret 
2011 
Tiga kontraktor sipil internasional ditahan oleh anggota 
Patriot Muda sebelum mereka diserahkan kepada pasukan 
keamanan Gbagbo, namun mereka dilepaskan pada hari 
yang sama. 
12 Maret 2011 
Anggota Patriot Muda menyerang anggota staf UNOCI di 
tempat parkir sebuah supermarket. Staf ini dilaporkan 
terluka dan dirampok, sementara kendaraan milik PBB 
yang dikendarainya dibakar. 
15 Maret 2011 
Salah satu personil penjaga perdamaian dilaporkan hilang, 
ia diduga telah diculik oleh anggota Patriot Muda. 
16 Maret 2011 
Sebuah konvoi kendaraan pasokan UNOCI disergap oleh 
pasukan pendukung Gbagbo di sekitar wilayah Abobo. 
23 Maret 2011 
Elemen bersenjata pendukung Gbagbo menerobos ke 
tempat UNHCR di Guiglo, mereka mencuri sejumlah 
peralatan dan sejumlah kendaraan. 
 
Sumber: Tabel diolah berdasarkan dokumen laporan UNOCI kepada Sekretasi Jenderal PBB 
tanggal 30 Maret 2011. 
 
UNOCI telah mengalami tantangan serius dalam menangani krisis 
pasca pemilu di Pantai Gading. UNOCI juga harus mengatasi tantangan yang 
 ditimbulkan oleh kerusakan yang disebabkan penggunaan senjata dan 
kekerasan oleh kelompok yang bermusuhan. SRSG menyatakan dalam 
laporannya bahwa ia mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap 
personil UNOCI dan menegaskan bahwa serangan langsung yang disengaja 
terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan kejahatan perang 
menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional dan para pelaku 
akan diadili atas kejahatan perang tersebut. 
Upaya-upaya telah dilakukan oleh UNOCI untuk menemukan cara-cara 
praktis dalam mengatasi tantangan logistik yang timbul dari upaya 
menghalangi operasi UNOCI yang dilakukan oleh Gbagbo. UNOCI, dengan 
dukungan dari Dewan Keamanan PBB, telah berhasil memasukkan 
pengaturan kontingensi tempat alternatif untuk mengatasi keterbatasan 
logistik dan memastikan pengiriman pasokan ke markas-markas operasi serta 
ke Hotel Golf, termasuk dengan mengupayakan pasokan melalui jalur udara, 
mendirikan basis logistik alternatif di Bouake dan membuka rute pasokan 
alternatif jalan darat dan udara melalui negara-negara tetangga. 
Selama periode konflik, sejumlah besar insiden yang melibatkan 
personil PBB dilaporkan, termasuk 191 kasus pembatasan mobilitas 
pergerakan UNOCI, 31 ancaman, 13 perampokan, 38 serangan, 7 penahanan 
ilegal, 30 penjarahan akomodasi staf UNOCI, dan banyak kasus serangan 
lisan, pembajakan mobil dan intimidasi. Dalam merespon meningkatnya 
risiko ancaman bagi personil PBB, pada tanggal 22 Desember 2010 tingkat 
keamanan berubah dari level 3 ke level 4 di bagian selatan Pantai Gading, 
 staf-staf non-militer PBB terpaksa harus diungsikan keluar dari negara Pantai 
Gading.  
Dalam upayanya menanggulangi konflik dan menekan tingkat 
kekerasan yang terjadi pasca pemilu 2010, UNOCI banyak mendapatkan 
bantuan dan dukungan dari pihak-pihak internasional maupun dari pihak-
pihak internal Pantai Gading. Beberapa pasukan tambahan dari komunitas 
lainnya memperkuat posisi UNOCI untuk melaksanakan mandat dan 
melindungi warga sipil. Bantuan-bantuan tersebut disebarkan di seluruh 
wilayah konflik dan kawasan perbatasan Pantai Gading, beberapa diantaranya 
juga disebarkan di sekitar Hotel Golf sebagai pengamanan terhadap 
pemerintahan sementara Ouattara yang menetap di hotel tersebut selama 
konflik terjadi. 
Situasi yang semakin memanas di Pantai Gading mendorong Dewan 
Keamanan PBB meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk mengalihkan 
sebagian kekuatan dari United Mission in Liberia (UNMIL) kepada UNOCI 
untuk memperkuat pertahanan UNOCI dari serangan yang dilakukan oleh 
pasukan Gbagbo. Pada akhir November 2010 Dewan Keamanan PBB 
memutuskan untuk memindahkan beberapa pasukan UNMIL ke UNOCI 
untuk jangka waktu empat minggu dengan maksimal tiga kompi infantri dan 
unit penerbangan yang terdiri dari dua helikopter militer.
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kemudian diperpanjang pada resolusi 1962 (2010) untuk beroperasi hingga 
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 empat minggu tambahan bantuan dengan kapasitas yang sama seperti 
sebelumnya dari UNMIL ke UNOCI.
95
 
Selain bantuan dari UNMIL, UNOCI juga menerima dukungan bantuan 
dari tentara Perancis yang disebut Operasi Licorne. Pantai Gading merupakan 
negara bekas koloni Perancis yang diberikan kemerdakaan pada tahun 1960. 
Oleh karena itu, dengan situasi yang sangat memprihatinkan selama konflik 
terjadi, Perancis, atas pemintaan Dewan Keamanan PBB, turut membantu 
dalam upaya penyelesaian konflik di Pantai Gading. Dalam resolusi 1962 
mandat yang diberikan kepada pasukan tentara Perancis ini diperpanjang 
hingga 30 Juni 2011 dan bertugas mendukung pelaksanaan mandat UNOCI 
sesuai dengan kapasitas dan area penyebarannya.
96
 
Sementara itu mandat UNMIL untuk membantu operasi UNOCI 
kembali di perpanjang pada resolusi 1967 tahun 2011 untuk membantu 
UNOCI dengan jangka waktu tambahan empat minggu dan dengan kapasitas 
tambahan tiga helikopter bersenjata beserta kru. Dewan Kemanan PBB juga 
memutuskan untuk mengizinkan penyebaran 60 unit personel polisi untuk 
merespon ancaman yang ditimbulkan oleh massa bersenjata.
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pada tanggal 16 Februari Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1968 
yang memutuskan untuk memperpanjang sampai tiga bulan pemindahan 
sementara dari UNMIL ke UNOCI dengan kapasitas tiga kompi infanteri, 
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 satu unit penerbangan yang terdiri dari dua helikopter militer dan tiga 
helikopter bersenjata beserta kru. 
Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinannya yang mendalam 
mengenai keberadaan tentara bayaran di Pantai Gading, terutama dari negara-
negara tetangga, dan menyerukan kepada pihak berwenang dari Pantai 
Gading dan Liberia untuk mengkoordinasikan tindakan mereka dalam 
memecahkan masalah ini dan selanjutnya mendorong UNOCI dan UNMIL 
untuk membantu masing-masing Pemerintah Pantai Gading dan Liberia 
dalam memantau wilayah perbatasan mereka, dengan perhatian khusus pada 
setiap gerakan lintas batas dari kombatan atau transfer senjata.
98
 Resolusi-
resolusi berikutnya dikeluarkan Dewan Keamanan PBB untuk 
memperpanjang mandat pangalihan sementara personil dari UNMIL ke 
UNOCI untuk beroperasi sampai tanggal 30 Juni 2011 dengan kapasitas yang 
sama. Baik UNMIL dan UNOCI diberikan mandat untuk membantu masing-
masing Pemerintah Pantai Gading dan Liberia untuk bersama-sama dalam 




Selain dari pihak-pihak internasional, pasukan UNOCI juga didukung 
oleh pihak internal Pantai Gading yaitu pasukan Forces républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI) yang dibentuk oleh presiden Ouattara pada Maret 2011. 
Pasukan ini yang kemudian bersama dengan UNOCI melakukan patroli-
patroli keamanan, melindungi warga sipil, dan menekan pasukan pendukung 
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 Gbagbo agar menyerah pada kekuasaan yang diakui oleh pihak-pihak 
internasional. FRCI pada tanggal 11 April 2011 menggerebek istana 
kepresidenan, dan menangkap Gbagbo di bunker bawah tanah, setelah 
seminggu sebelumnya FRCI bersama dengan UNOCI dan pasukan tentara 
Perancis menekan pasukan Gbagbo dan mengepung wilayah sekitar istana 
kepresidenan. 
Bantuan-bantuan ini merupakan faktor yang menjadi pendukung 
terlaksananya tugas-tugas UNOCI dalam menanggulangi konflik dan 
kekerasan yang terjadi di Pantai Gading. Bantuan-bantuan ini diberikan 
kepada UNOCI dalam merespon serangkaian hambatan dan serangan yang 
dilancarkan oleh pasukan pendukung Gbagbo kepada UNOCI. Serangan-
serangan ini tentunya menghambat mobilitas dan kapasitas UNOCI dalam 
menjalankan mandatnya. Bantuan-batuan dari UNMIL dan Pasukan Perancis 
dan juga dari FRCI sangat membantu UNOCI dalam menekan intensitas 
konflik yang terjadi di Pantai Gading, khususnya di wilayah Abidjan tempat 
Ouattara dan Gbagbo masing-masing mendirikan pemerintahannya. 




Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. UNOCI memberikan peranan yang signifikan dalam proses penyelesaian 
konflik di Pantai Gading. Dalam upaya penyelesaian konflik, UNOCI 
menggunakan jalur pendekatan koersif, dimana UNOCI tidak berperan 
sebagai mediator melainkan sebagai pasukan penjaga perdamaian yang 
menekan intensitas konflik. Peranan UNOCI dalam konflik yang terjadi 
di Pantai Gading tidak sebatas menekan konflik, namun UNOCI juga 
berperan dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil. UNOCI 
dapat mencegah kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di wilayah-
wilayah yang dijaganya. UNOCI juga berhasil melaksanakan mandatnya 
secara maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pemerintahan 
Presiden Alessane Ouattara yang bertempat di Hotel Golf, Abidjan, 
selama periode konflik berlangsung. UNOCI juga memfasilitasi berbagai 
bantuan kemanusiaan dan menyediakan pelayanan medis untuk para 
korban kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendukung Gbagbo 
terhadap warga sipil yang diyakini sebagai pendukung Ouattara. UNOCI 
juga melakukan pemantauan dan investigasi terhadap pelanggaran Hak 
Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan, serta membuka layanan call 
 center 24 jam yang menerima berbagai pengaduan kekerasan terhadap 
warga sipil. 
2. Dalam menjalankan mandatnya di Pantai Gading, UNOCI mendapatkan 
banyak tantangan, terutama dari pasukan pendukung Gbagbo yang terus 
melakukan serangan kepada personil UNOCI. Mereka juga menciptakan 
berbagai gangguan agar UNOCI tidak dapat menyelesaikan tugasnya. 
Pasukan Gbagbo membatasi UNOCI dalam mencapai pasokan vital yang 
dibutuhkan untuk menjalankan misinya, Mereka juga memblokade 
wilayah-wilayah tertentu untuk mencegah UNOCI mendapatkan akses 
masuk ke wilayah tersebut. Dalam merespon hambatan-hambatan yang 
dihadirkan oleh pasukan pendukung Gbagbo, UNOCI memperoleh 
dukungan dari pasukan internasional lainnya dan juga dari pasukan FRCI 
yang didirikan oleh Ouattara. PBB memberikan pengalihan sementara 
beberapa pasukan UNMIL dari operasi PBB di Liberia untuk membantu 
UNOCI dalam menjaga situasi dan menekan konflik yg terjadi di Pantai 
Gading. PBB juga memberikan mandat kepada pasukan tentara Perancis 
untuk memperkuat pertahanan UNOCI. Dari internal Pantai Gading 
sendiri, UNOCI dibantu oleh pasukan FRCI yang merupakan pasukan 
keamanan yang dibentuk oleh Presiden Ouattara. Hal inilah yang menjadi 
faktor penghambat dan pendukung UNOCI dalam menanggulangi krisis 
dan melaksanakan tugasnya di Pantai Gading 
 
 
 B. Saran 
Dari penarikan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan 
beberapa saran terkait penyelesaian konflik pasca pemilu 2010 oleh UNOCI: 
1. Pemilu yang tertunda selama lima tahun di Pantai Gading memungkinkan 
Gbagbo untuk mendapatkan “bonus” lima tahun masa jabatan setelah 
periode kepemimpinannya berakhir. Hal ini digunakan Gbagbo dan 
sekutunya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, akses sumber daya dan 
membentuk kerangka kelembagaan pemilihan umum yang 
menguntungkan dirinya, terbukti dengan mudahnya Gbagbo untuk 
memprovokasi Dewan Konstitusi untuk mengubah hasil pemilu demi 
mempertahankan jabatannya. Untuk itu, sangat penting bagi Pantai 
Gading untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan melaksanakan 
pemilu yang tepat waktu, agar tidak tercipta rezim yang akan 
mendominasi perpolitikan negara. 
2. Kurangnya surat identifikasi untuk jutaan penduduk Pantai Gading dan 
penduduk asing di Pantai Gading merupakan kunci masalah yang 
mendasari konflik pasca pemilu yang terjadi. Hal ini juga termasuk 
kurangnya bukti identitas nasional karena faktor-faktor diskriminasi 
sejarah, kurangnya kapasitas administrasi, kurangnya akses penduduk 
kelahiran lokal namun keturunan dari luar (imigran generasi kedua) 
untuk identifikasi hak dan proses hukum, dan administrasi yang buruk 
dari registrasi warga sipil. Hal ini patut mendapat perhatian khusus dari 
pemerintahan selanjutnya agar dapat mengatasi kekurangan ini, agar 
 pemilu dapat diadakan dengan adil dan transparan dimana setiap warga 
negara mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilihan 
umum. 
3. Kordinasi dan kerjasama juga perlu ditingkatkan oleh UNOCI dan 
UNMIL dalam menjaga perbatasan Pantai Gading dan Liberia, 
sebagaimana telah dilaporkan bahwa tentara bayaran dan pasokan senjata 
sebagian besar diterima dari Liberia. Oleh karena itu sangat penting bagi 
kedua negara untuk mengawasi dan melakukan penjaggan ketat di 
perbatasan agar dapat mencegah akses-akses senjata dan migrasi ilegal. 
4. UNOCI tentunya tidak akan selamanya berada di Pantai Gading, untuk 
itu penting bagi pemerintahan Pantai Gading untuk mandiri dan 
menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam wilayah, serta 
menjaga persatuan antara kelompok-kelompok masyarakat di dalam 
negerinya agar tidak terjadi lagi konflik-konflik yang mengundang 
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Lampiran IV. Mandat UNOCI. 
 
UNITED NATIONS OPERATION IN COTE D’IVOIRE (UNOCI) 
MANDATE 
 
Protection and security 
(a) Protection of civilians 
– To protect, without prejudice to the primary responsibility of the Ivorian 
authorities, the civilian population from imminent threat of physical violence, 
within its capabilities and areas of deployment, 
– To revise the comprehensive strategy for the protection of civilians and to 
coordinate with the United Nations protection of civilians strategy in liaison 
with the United Nations country team, to take into account the new realities 
on the ground and the specific needs of vulnerable groups, and to include 
measures to prevent gender-based violence pursuant to resolution 1960 
(2010) and resolution 1882 (2009), 
– To work closely with humanitarian agencies, particularly in relation to areas 
of tensions and of return of displaced persons, to collect information on and 
identify potential threats against the civilian population, as well as reliable 
information on violations of international humanitarian and human rights law, 
bring them to the attention of the Ivorian authorities as appropriate, and to 
take appropriate action in accordance with the United Nations system-wide 
protection strategy in harmonization with UNOCI’s protection strategy, 
– To monitor and report on violations and abuses against vulnerable 
populations, including children in line with resolution 1612 (2005), 1882 
(2009) and 1998 (2011) and contribute to efforts to prevent such violations 
and abuses, 
(b) Address remaining security threats and border-related challenges 
– To continue to support, within its existing authorities, capabilities, and its 
areas of deployment, the national authorities in stabilizing the security 
situation in the country, 
– To continue to monitor and deter the activities of militias, mercenaries and 
other illegal armed groups consistent within its existing mandate to protect 
civilians, and to keep the Council regularly informed of developments in this 
regard, 
– To support the Government in monitoring and addressing cross-border 
security and other challenges along its borders and in border areas, notably 
with Liberia, with particular attention to the cross-border movement of armed 
elements and weapons and, to this end, to coordinate closely with the United 
Nations Mission in Liberia (UNMIL) with a view to further inter-mission 
cooperation, such as undertaking joint patrols and contingency planning 
where  propriate and within their mandates and capabilities, 
– To liaise with the FRCI in order to promote mutual trust among all elements 
composing the FRCI, 
 – To support, in coordination with the Government, the provision of security 
for members of the Government of Côte d’Ivoire and key political 
stakeholders, including in view of the preparation and the holding of the 
upcoming legislative elections, 
(c) Monitoring of the arms embargo 
– To monitor the implementation of the measures imposed by paragraph 7 of 
resolution 1572 (2004), in cooperation with the Group of Experts established 
under resolution 1584 (2005), including by inspecting, as they deem it 
necessary and when appropriate without notice, all weapons, ammunition and 
related materiel regardless of location, consistent with its resolution 1980 
(2011), 
– To collect, as appropriate, arms and any related materiel brought into Côte 
d’Ivoire in violation of the measures imposed by paragraph 7 of resolution 
1572 (2004), and to dispose of such arms and related materiel as appropriate, 
(d) Collection of weapons 
– To continue to assist the national authorities, including the National 
Commission to fight against the Proliferation and Illicit Traffic of Small 
Arms and Light Weapons, in collecting, registering, securing and disposing of 
weapons and in clearing explosive remnants of war, as appropriate, in 
accordance with resolution 1980 (2011), 
– To support the Government in coordination with other partners to develop 
and implement community weapons collection programs, which should be 
linked to community violence reduction and reconciliation, 
– To coordinate, with the Government in ensuring that the collected weapons 
are not disseminated or re-utilized outside a comprehensive national security 
strategy, as referred to in point (f) below, 
(e) Disarmament, demobilization and reintegration programme (DDR) 
– To assist the Government, in close coordination with other international and 
bilateral partners, in developing and implementing without delay a new 
national programme for the disarmament, demobilization and reintegration of 
combatants and dismantling of militias and self-defence groups, that includes 
clear individual criteria and is tailored to the new context, taking into account 
the rights and needs of the different categories of persons to be disarmed, 
demobilized and reintegrated, including children and women, 
– To continue to support the registration and screening of former combatants, 
– To support the disarmament and repatriation of foreign armed elements, 
where relevant in cooperation with UNMIL and United Nations country 
teams in the region, 
(f) Reconstitution and reform of security and rule of law institutions 
– To assist the Government in conducting, without delay and in close 
coordination with other international partners, a sector-wide review of the 
security institutions and in developing a comprehensive national security 
strategy and plans for their reform, taking also into account the national DDR 
programme, 
– Under the leadership of the Ivorian Government and in close cooperation 
with harmonization of efforts, as well as a clear division of tasks and 
 responsibilities, by all international partners involved in assisting the security 
sector reform (SSR) process, and to report to the Council, when appropriate, 
on developments in the SSR process, 
– To advise the Government of Côte d’Ivoire, as appropriate, on security sector 
reform and the organization of the future National Army, to facilitate the 
provision of, within its current resources, as requested by the Government and 
in close coordination with other international partners, training in human 
rights, child protection and protection from sexual- and gender-based 
violence to the security and law enforcement institutions, as well as support 
for capacity development through technical assistance, co-location and 
mentoring programmes for the police, gendarmerie, justice and corrections 
officers and to contribute to restoring their presence throughout Côte d’Ivoire 
and to offer support with regard to the development of a sustainable vetting 
mechanism for personnel that will be absorbed in security sector institutions, 
– To support the Government’s development and implementation of a national 
justice sector strategy as well as the development and implementation of a 
multi-year joint United Nations justice support programme in order to 
develop the police, judiciary, prisons and access to justice in Côte d’Ivoire, as 
well as the initial emergency rehabilitation of relevant infrastructure and the 
provision of equipment, within existing resources and in coordination with 
international partners, 
– To support, within its current resources and in collaboration with the broader 
United Nations system, reconciliation, including the establishment and 
functioning of mechanisms to prevent, mitigate or resolve conflict, in 
particular at the local level, as well as to foster social cohesion, 
(g) Support for efforts to promote and protect human rights 
– To contribute to the promotion and protection of human rights in Côte 
d’Ivoire, with special attention to grave violations and abuses committed 
against children and women, notably sexual and gender-based violence, in 
close coordination with the Independent Expert established under the Human 
Rights Council’s resolution A/HRC/17/27, 
– To monitor, help investigate, and report publicly and to the Council, on 
human rights and humanitarian law violations with a view to preventing 
violations, developing a protecting environment and ending impunity, and, to 
this end, to strengthen its human rights monitoring, investigation and 
reporting capacity, 
– To bring to the attention of the Council all individuals identified as 
perpetrators of serious human rights violations and to keep the Committee 
established pursuant to resolution 1572 (2004) regularly informed of 
developments in this regard, 
– To support the efforts of the Ivorian Government in combating sexual and 
gender-based violence, including through contributing to the development of 
a nationally owned multisectoral strategy in cooperation with UN Action 
Against Sexual Violence in Conflict entities, to appoint Women Protection 
Advisers and to ensure gender expertise and training, as appropriate and from 
 within existing resources, in accordance with resolutions 1888 (2009), 1889 
(2009) and 1960 (2011), 
(h) Support humanitarian assistance 
– To continue to facilitate unhindered humanitarian access and to help 
strengthening the delivery of humanitarian assistance to conflict-affected and 
vulnerable populations, notably by contributing to enhance security 
conducive to this delivery, 
– To support the Ivorian authorities in preparing for the voluntary, safe and 
sustainable return of refugees and displaced persons in cooperation with 
relevant humanitarian organizations, and in creating security conditions 
conducive to it, 
 
Peace and electoral process 
(i) Support for the organization and conduct of open, timely, free, fair and 
transparent legislative elections, 
– To promote an inclusive political process and support the creation of a 
political environment conducive to the upcoming elections, including in 
coordination with efforts undertaken by ECOWAS and the African Union, 
– To support the organization and conduct of open, free, fair and transparent 
legislative elections, provide appropriate logistical and technical assistance 
and assist the Government to put in place effective security arrangements, 
– To provide technical and logistical support to assist the Independent Electoral 
Commission in completing outstanding tasks prior to the holding of the 
legislative elections and to facilitate, as required, consultations between all 
political stakeholders as well as with the Independent Electoral Commission 
to this end, 
– To undertake the coordination of international observers and to contribute to 
their security, within its capabilities and areas of deployment, 
– To provide the Special Representative of the Secretary-General the necessary 
assistance to fulfil his role of certifying the legislative elections consistent 
with paragraph 6 above, taking into account the specificity of legislative 
elections, 
(j) Public information 
– To continue to closely monitor the Ivorian media and continue to facilitate 
providing assistance, as appropriate, to media and regulatory bodies, 
consistent with its mandate, 
– To continue to use UNOCI’s broadcasting capacity, through ONUCI FM, to 
contribute to the overall effort to create a peaceful environment, including for 
the legislative elections, 
– To encourage the Ivorian mass media and the main political actors to fully 
implement the Code of Good Conduct for elections that the Ivorian parties 
have signed under the auspices of the Secretary-General as well as to sign up 
and adhere to the Code of Good Conduct for the media, 
– To monitor any public incidents of incitement to hatred, intolerance and 
violence, and bring to the attention of the Council all individuals identified as 
 instigators of political violence, and to keep the Committee established under 
resolution 1572 (2004) regularly informed of developments in this regard, 
(k) Redeployment of State administration and the extension of State authority 
throughout the country 
– To support the Ivorian authorities to extend and re-establish effective State 
administration and strengthen public administration in key areas throughout 
the country, at the national and local levels, as well as the implementation of 
the unfinished aspects of the Ouagadougou Agreements as they relate to the 
reunification of the country, 
(l) Facilitation 
– To coordinate with the Facilitator and his Special Representative in Abidjan, 
to assist the Government in the implementation of the outstanding tasks of the 
peace process, as needed and within available means, including by providing 
logistical support to the office of the Special Representative as appropriate, 
 (m) Protection of United Nations personnel 
– To protect United Nations personnel, installations and equipment, and ensure 
the security and freedom of movement of United Nations personnel, 
 
 
